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ABSTRAKSI 

 

M. ZAENUDIN : Analisis Pelaksanaan Fatwa DSN-MUI tentang Penjualan 

Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) di Multi Level Marketing (MLM) 

Syariah (Studi Kasus Pada MLM Syariah PT. K-LINK Indonesia Cabang 

Cirebon) 

 

Bisnis MLM (Multi Level Marketing) adalah metode penjualan barang 

dan produk jasa dengan menggunakan jaringan pemasaran (Networks Marketing) 

atau pola penjualan berjenjang. Dalam sistemnya setiap anggota berhak 

mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan produk, perekrutan anggota dan 

pembinaan terhadap jaringannya. Pada tahun 2009 DSN-MUI mengeluarkan 

fatwa No.75/DSN-MUI/VII/2009 tentang PLBS (Penjualan Langsung Berjenjang 

Syariah). Fatwa tersebut dikeluarkan sebagai pedoman agar perusahaan MLM 

Syariah dapat menjalankan sistemnya dengan ketentuan Syariah. 

 Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah 

bagaimana pemenuhan syarat dan rukun jual beli dan bagaimana penerapan 

kriteria fatwa DSN-MUI pada sistem penjualan langsung berjenjang Syariah di 

PT. K-LINK Indonesia cabang Cirebon. Berdasarkan dari permasalahan di atas 

tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemenuhan syarat 

dan rukun jual beli dan untuk mengetahui bagaimana penerapan kriteria fatwa 

DSN-MUI pada sistem penjualan langsung berjenjang Syariah di PT. K-LINK 

Indonesia cabang Cirebon. 

 Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research) dan 

metode yang penulis gunakan adalah metode kualitatif, yaitu jenis penelitian yang 

data-datanya diperoleh dari data wawancara di PT. K-LINK Indonesia cabang 

Cirebon. Adapun untuk menganalisis data penulis menggunakan analisis interaktif 

yakni mengumpulkan data, mereduksi data, display data dan verifikasi berupa 

kesimpulan akhir. 

 Adapun temuan dalam penelitian ini adalah : 1.Menurut pandangan hukum 

islam praktek MLM tidak dilarang berdasarkan kaidah fiqh “segala bentuk 

muamalah pada dasarnya boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya”. Sedangkan 

praktek jual beli dengan sistem MLM pada PT. K-LINK Indonesia cabang 

Cirebon dilihat dari pemenuhan rukun dan syarat jual beli, telah sesuai dan tidak 

melanggar hukum islam. 2.Sistem MLM Syariah yang dijalankan oleh PT. K-

LINK Indonesia cabang Cirebon. Tidak bertentangan dengan kriteria yang telah 

ditentukan dalam fatwa DSN-MUI No.75/DSN-MUI/VII/2009. Hal ini terlihat 

dalam mekanisme pembagian bonus berdasarkan hasil kerja para distributor, tidak 

adanya eksploitasi secara sepihak, perekrutan bertujuan untuk memperluas 

jaringan, adanya penjualan yang rill, serta adanya pembinaan serta tidak 

melakukan kegiatan Money game. 

Kata Kunci: Jual Beli, Multi Level Marketing (MLM), Fatwa DSN-MUI  
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1.  Konsonan yang bersyaddah ditulis dengan rangkap 
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3. Kata sandang alif + lam ( ) 

Bila diikuti oleh huruf qamariyah ditulis al, misalnya ;  ditulis al-
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4. Ta’ marbûthah ( ). 
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Bila ditengah kalimat ditulis t, misalnya;  ditulis zakât al-mâl, atau 

 ditulis sûrat al-Nisâ`. 

5. Penulisankata dalam kalimat dilakukan menurut tulisannya, Misalnya; 

 ditulis wa huwa khair ar-Râziqîn. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Fenomena bisnis dan ekonomi Syariah dalam dua dekade terakhir 

ini menunjukkan angka pertumbuhan yang semakin pesat. Hal ini terlihat 

jelas dengan ditandai semakin banyak dan beragamnya jenis bisnis yang 

berlabelkan Syariah. Perbankan Syariah menjadi salah satu pionir pelopor 

bisnis Syariah yang berkembang begitu cepat, yang kemudian diikuti 

dengan berdirinya lembaga-lembaga bisnis berbasis Syariah lainnya, baik 

yang bergerak pada sektor keuangan seperti asuransi Syariah, pegadaian 

Syariah, reksadana Syariah, koperasi jasa keuangan Syariah (KJKS), dan 

obligasi Syariah. Di samping itu banyak juga berdiri lembaga bisnis yang 

bergerak pada sektor riil seperti bisnis perhotelan Syariah, rumah makan 

Syariah, bisnis properti Syariah, franchise (waralaba) Syariah, e-commerce 

(penjualan online) Syariah, traveling Syariah, multi level marketing 

(MLM) Syariah dan bisnis sektor riil Syariah lainnya. 

Kehadiran lembaga-lembaga perekonomian dan bisnis tersebut 

menjadi kompetitor unggul yang mampu bersaing dalam ranah bisnis 

konvensional saat ini, selain itu juga membawa angin segar bagi 

masyarakat luas khususnya umat Muslim, kiranya dengan keberadaan 

lembaga-lembaga bisnis Syariah tersebut dapat menjadi langkah alternatif 

sebagai pilihan bagi masyarakat untuk beralih kepada sistem bisnis yang 

lebih baik yakni sistem bisnis Syariah. 
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Dalam sebuah tulisan yang termuat pada majalah Marketing 

Inspiring The Leadership
1
 disebutkan bahwa keberadaan lembaga bisnis 

Syariah sebagai lembaga penggerak roda perekonomian membawa 

dampak positif bagi kehidupan perekonomian umat, di antaranya sebagai 

berikut: 

1. Mengangkat derajat ekonomi umat melalui usaha bisnis yang 

sesuai dengan tuntunan Syariat Islam. 

2. Membentuk jaringan bisnis Islam semakin luas dan 

berkembang baik dari jaringan produksi, distribusi, maupun 

konsumennya, sehingga dapat mendorong kemandirian umat. 

3. Memperkukuh ketahanan aqidah Islamiah dan menciptakan 

ketenangan batin para pelaku bisnis dengan tersedianya bisnis 

yang terjamin legalitas dan status kehalalannya. 

4. Meningkatkan jalinan ukhuwah dengan silaturahmi antar umat 

Muslim khususnya dalam membangun dan mengembangkan 

jaringan bisnis Syariah. 

Multi level marketing (MLM) adalah salah satu bentuk bisnis yang 

saat ini semakin marak jumlahnya baik dari sisi berdirinya badan usahanya 

maupun jumlah pelaku usahanya, MLM merupakan salah satu cabang dari 

direct selling (penjualan langsung) di mana melakukan penjualan barang 

atau jasa tertentu kepada para konsumen melalui jaringan bisnis yang telah 

dibentuk oleh para distributor, dengan cara tatap muka dan memasarkan 

                                                           
1
Majalah Marketing, Inspiring The Leadership. (Jakarta : PT. Info Cahaya Hero, 2011),  hlm. 42 
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secara langsung,
2
 bisnis penjualan langsung ini juga mengandalkan 

kekuatan distributor (pelaku bisnis MLM) sebagai ujung tombak dalam 

tercapainya kesuksesan dan sebagai fondasi dalam membangun jaringan 

bisnis, di mana seorang distributor menjual atau memasarkan langsung 

suatu produk baik berupa barang atau jasa kepada konsumen tidak melalui 

perantara seperti toko, swalayan, kedai, maupun apotek sehingga biaya 

distribusi dari produk yang dijual tersebut sangat minim bahkan bisa 

sampai pada titik nol yang artinya dalam bisnis MLM tidak diperlukan 

biaya distribusi seperti layaknya penjualan pada umumnya.
3
 

Mekanisme operasional pada MLM ini adalah seorang distributor 

dapat mengajak orang lain untuk ikut bergabung sebagai distributor, 

kemudian orang tersebut dapat kembali mengajak orang lain pula untuk 

bergabung, begitu seterusnya hingga membentuk suatu jaringan yang 

banyak dalam memasarkan produk. Inilah salah satu perbedaan MLM 

dengan pendistribusian secara konvensional yang bersifat singlet level.
4 

MLM Syariah adalah wajah baru yang muncul dari pesatnya 

perkembangan bisnis penjualan langsung berjenjang dalam bentuk MLM. 

Keberadaan MLM Syariah menjadi penting, mengingat mayoritas jumlah 

penduduk Negara Indonesia sebagian besar mayoritas beragama Islam. Di 

mana bagi kalangan Muslim, dalam menjalankan bisnis idealnya harus 

sesuai dan menerapkan prinsip-prinsip Syariah serta tidak bertentangan 

                                                           
2
Kuswara, Mengenal MLM Syariah. (Jakarta : Qultum Media, 2005),hlm. 16 

3
 Andreas Harefa, 10 Kiat Sukses Distributor MLM, Belajar dari AMWAY, CNI 

dan Herbalife (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1999) hlm. 12 
4
 Tarmizi Yusuf, Strategi MLM Secara Cerdas dan Halal. (Jakarta : PT. Gramedia, 2004)  hlm. 8 
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dengan nilai-nilai dan norma-norma agama, sehingga jelas status hukum 

dan kehalalannya.  

Sampai dengan tahun 2012 telah tercatat pada APLI (Asosiasi 

Penjualan Langsung Indonesia) lebih dari 80 perusahaan yang telah berdiri 

dan bergerak pada bisnis MLM,
5
 dan dari sekian banyak lembaga bisnis 

MLM hanya 6 yang telah resmi mendapatkan sertifikasi Syariah oleh 

Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) 

termuat dalam fatwa DSN No: 75/DSNMUI/VII/2009 Penjualan Langsung 

Berjenjang Syariah (PLBS).
6
 

MLM Syariah berbeda dengan bisnis MLM konvensional pada 

umumnya, perbedaan yang mendasar pada bisnis jaringan MLM Syariah 

dengan MLM konvensional adalah di antaranya sebagai berikut
7
: 

1. Sebagai bisnis yang beroperasi secara Syariah niat, konsep dan 

praktek pengelolaannya senantiasa merujuk kepada Al-Qur’an 

dan Hadist, dan untuk struktur organisasi perusahaan pun 

dilengkapi dengan adanya Dewan Syariah Nasional (DSN) dari 

MUI untuk mengawasi jalannya perusahaan agar sesuai dengan 

prinsip-prinsip Syariah Islam. 

2. Usaha MLM Syariah pada umumnya memiliki visi dan misi 

yang menekankan kepada pembangunan ekonomi nasional 

(melalui penyediaan lapangan kerja, produk-produk kebutuhan 

                                                           
5
 APLI (Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia), Siapa Saja Anggota APLI, www.APLI.or.id. Di 

akses 13 Januari 2013, 19.00 WIB.  
6
 MUI (Majelis Ulama Indonesia), Draft Fatwa MUI Syariah No : 75/DSN MUI/VII/2009. 

www.mui.or,id .Di akses 13 Januari 2013, 19.00 WIB. 
7
Kuswara, Op. Cit.,hlm. ix   

http://www.apli.or.id/
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sehari-hari dengan harga yang terjangkau, dan memberdayakan 

usaha kecil dan menengah di tanah air) demi meningkatkan 

kemakmuran, kesejahteraan dan meninggikan martabat bangsa. 

3. Sistem pemberian insentif disusun dengan memperhatikan 

prinsip keadilan dan kesejahteraan. Dirancang semudah 

mungkin untuk dipahami serta dipraktekkan. Selain itu 

memberi kesempatan kepada para distributor untuk dapat 

memperoleh pendapatan yang seoptimal mungkin sesuai 

dengan kemampuan dalam menjual dan mengembangkan 

jaringan. 

4. Dalam hal marketing-plan, MLM Syariah pada umumnya 

mengusahakan untuk tidak membawa distributornya pada 

suasana matrealisme dan konsumerisme, yang jauh dari nilai-

nilai Islam. Diaman kedua hal tersebut membawa kepada 

kemubaziran yang dilarang oleh Syariat. 

PT. K-LINK Indonesia adalah salah satu lembaga bisnis MLM 

yang kian menunjukkan eksistensinya dalam pertumbuhan dan 

perkembangan bisnis berbentuk dan berbadan hukum MLM saat ini. 

Merupakan satu dari lima finalis bisnis MLM yang telah diakui 

legalitasnya sebagai MLM Syariah, tidak jauh berbeda dengan bentuk 

bisnis MLM Syariah lainnya, bergerak sama dalam membangun jaringan 

(network) yakni melalui bisnis penjualan langsung (direct selling) kepada 

para konsumen dengan menerapkan sistem yang sesuai dengan ketentuan-

ketentuan Syariah. 
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Namun pada tataran praktisnya di masyarakat secara umum dan 

umat Muslim secara khusus kiranya masih menganggap MLM sebagai 

sesuatu yang berkonotasi ke arah yang negatif, hal ini di sebabkan oleh 

adanya banyak bentuk-bentuk penipuan bisnis yang mengatas namakan 

sebagai bisnis MLM, kendatipun di antaranya sudah mempunyai legalitas 

kehalalan dari lembaga Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama 

Indonesia (DSN-MUI), sebagian kalangan masyarakat banyak yang belum 

memahami dan mengenal lebih jauh bagaimana penerapan dan operasional 

lembaga bisnis MLM Syariah. Masyarakat hanya mengetahui bahwa 

MLM Syariah sama saja dengan MLM konvensional pada umumnya 

adalah bisnis yang tidak riil, bisnis cuci otak, permainan uang (money 

game), bisnis yang hanya menguntungkan bagi mereka yang telah dahulu 

menggeluti bisnis tersebut serta bisnis yang masih dipertanyakan 

kehalalannya dan legalitasnya apakah benar telah menjalankan operasional 

bisnisnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan Syariah. 

Berikut adalah beberapa pandangan masyarakat mengenai 

keberadaan bisnis MLM Syariah : 

a. MLM adalah bisnis orang-orang yahudi, yang hanya mengejar 

materi, di mana bisnis ini diciptakan untuk menghimpun dana 

untuk kepentingan kaum yahudi. 

b. MLM merupakan salah satu program agama tertentu, untuk 

melaksanakan program agamanya dengan tujuan tertentu. 

c. MLM membuat orang cinta terhadap dunia, mengejar harta dan 

kekayaan yang bersifat matrealistis. 
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d. MLM menyebabkan orang kaya semakin kaya dan miskin 

semakin miskin, sehingga sangat bertentangan dengan kaidah 

agama. 

e. MLM bisnis yang tidak jelas kehalalannya, bisnis yang penuh 

dengan kontroversi dan tipu. 

Dari uraian di atas, maka penulis tertarik ingin melakukan analisa 

dan meneliti lebih dalam mengenai operasional MLM Syariah PT.K-LINK 

Indonesia, yang merupakan salah satu lembaga bisnis MLM yang telah di 

akui legalitas sebagai MLM Syariah, bagaimana dalam operasionalnya 

menerapkan kriteria-kriteria yang tertera dalam fatwa DSN-MUI tentang 

Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS). Mengingat di lapangan 

masih banyak yang meragukan bahkan belum mengetahui secara pasti 

bagaimana profil dan operasional MLM Syariah PT.K-LINK Indonesia 

cabang Cirebon. 

 

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah 

1. Identifikasi Masalah 

a. Wilayah Penelitian 

Penelitian ini termasuk dalam wilayah kajian lembaga 

perekonomian umat (LPU). 

b. Jenis penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang 

sesuai dengan kenyataan di lapangan, yang menganalisa data 
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teoritik dan bergerak dari fakta di mana bertujuan untuk 

menghasilkan data deskriptif. 

2. Batasan Masalah 

Untuk lebih memfokuskan penelitian dan menghindari meluasnya 

pembahasan masalah dalam penelitian ini, maka masalah yang dibahas 

hanya sebatas mekanisme penerapan fatwa DSN-MUI tentang 

penjualan langsung berjenjang Syariah (PLBS) studi kasus pada MLM 

Syariah PT.K-LINK Indonesia cabang Cirebon.  

3. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas 

maka yang menjadi pokok dari penelitian ini adalah dapat dirumuskan 

sebagai berikut : 

a. Bagaimana pemenuhan syarat dan rukun jual beli pada sistem 

penjualan langsung berjenjang Syariah di PT.K-LINK Indonesia 

cabang Cirebon ? 

b. Bagaimana penerapan kriteria fatwa DSN-MUI pada sistem 

penjualan langsung berjenjang Syariah di PT.K-LINK Indonesia 

cabang Cirebon? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan jawaban atas 

beberapa permasalahan yang telah penulis rumuskan, yakni : 
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a. Untuk mengetahui bagaimana pemenuhan rukun dan syarat jual 

beli pada sistem penjualan langsung berjenjang Syariah di PT.K-

LINK Indonesia cabang Cirebon. 

b. Untuk mengetahui bagaimana penerapan kriteria fatwa DSN-

MUI pada sistem penjualan langsung berjenjang Syariah di 

PT.K-LINK Indonesia cabang Cirebon. 

 

2. Manfaat 

Manfaat dari penelitian ini antara lain adalah: 

a. Aspek Teoritis 

Memperoleh hasil penelitian yang dapat menjadi rujukan dalam 

pengembangan penelitian lebih lanjut serta dapat menjadi 

tambahan pengetahuan bagi para distributor MLM. 

b. Aspek praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 

perusahaan sebagai bahan masukan dan juga dapat memberikan 

informasi serta saran kritik yang kiranya dapat membangun 

perusahaan. 

 

D. Kerangka Pemikiran 

Dalam kajian fiqh hal-hal yang berkenaan dalam pembahasan 

bisnis terangkum dan masuk dalam kategori wilayah muamalah dan 

dibahas dalam bab Al-Buyu’ (jual-beli), yang mana jual –beli sendiri pada 

hukum asalnya adalah diperbolehkan (mubah). Adapun dalil yang menjadi 
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dasar kebolehan melakukan praktek muamalah khususnya jual beli tertera 

pada firman Allah surat Al-Baqarah : ayat 275 :
8
 

          

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” 

 

Dan juga berdasarkan hadist Nabi dari Rifa’ah bin Rafi’ Rasulullah SAW 

bersabda : 

 

“Sahabat Rifa’ah bin Rafi’ bertanya kepada Rasulullah SAW: “Manakah 

usaha yang lebih baik? Baginda menjawab: “Kerja yang dilakukan 

sendiri dan setiap jual beli mabrur..” 

 

Dan juga berdasarkan kaidah fiqh yang berkaitan tentang kebolehan 

melakukan bentuk muamalah :
9
 

 

“hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan 

kecuali ada dalil yang mengharamkannya”. 

 

                                                           
8
 Al-Qur'an, surat ke 2 (Al-Baqarah) : ayat 275. 

9
A. Djazuli. Kaidah-Kaidah Fiqh dan Hukum Islam, (Jakarta : Kencana, 2007), hlm. 10 
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Begitu juga dengan masalah yang berkaitan dengan bisnis yang 

berbentuk MLM, dalam kajian fiqh kontemporer bisnis MLM secara 

khusus dapat ditinjau dari dua aspek yaitu : 

1. Produk Barang atau Jasa 

a. Mengenai produk atau barang yang dijual belikan apakah halal 

atau haram tergantung kandungannya, apakah terdapat suatu 

yang diharamkan seperti adanya unsur najis dan diharamkan 

seperti babi anjing, khamr, bangkai atau darah.  

b. Begitu pula dengan jasa yang dijual apakah mengandung unsur 

kemaksiatan seperti praktek perzinaan, perjudian atau 

perdagangan yang mengandung unsur maisyir (judi),  gharar 

(penipuan)dan riba (unsur bunga dan spekulasi). 

 

2. Sistem Penjualan 

a. Perusahaan yang menjalankan bisnisnya dengan sistem MLM 

tidak menerapkan sistem piramida di mana hanya pihak 

distributor yang telah bergabung terlebih dahulu yang 

mendapatkan keuntungan yang besar.  

b. MLM dalam menjalankan penjualan produk barang dan juga 

produk jasa, melalui suatu sistem yaitu jasa marketing yang 

bertingkat-tingkat dengan imbalan berupa bonus harus tetap 

mengacu pada ketentuan yang telah berlaku dan tertera pada 

fatwa DSN-MUI tentang PLBS.  
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Dalam terminologi fiqh jasa penjualan marketing oleh (distributor) 

disebut dengan istilah samsarah atau simsar, menurut Taqiyuddin an-

Nabhani,
10

yaitu suatu cara untuk memperoleh harta dengan bekerja untuk 

orang lain dengan upah, baik itu untuk keperluan menjual maupun 

membelikan. Makelar (samsarah) termasuk dalam kategori bekerja yang 

bisa dipergunakan untuk memiliki harta secara hak menurut syara'. 

Tercantum dalam firman Allah SWT dalam Q.S Yusuf ayat 72 :
11

 

 

           

“Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala Raja, dan siapa 

yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan 

(seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya". 

 

Dapat digambarkan bagaimana hubungan antara perusahaan dan 

distributor yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum fiqh yakni :  

a. Distributor haruslah bersikap jujur, amanah, ikhlas, tidak 

menipu dan menjalankan bisnis yang haram dan syubhat juga 

menjual dengan harga yang standar dan ketentuan. 

Sesuai dengan firman Allah QS. Al-A’raf : ayat 85 :
12

 

               

                                                           
10

Taqiyuddin an-Nabhani, Sistem Ekonomi Islam, (Jakarta: HTI Press, 2010), hlm. 71 
11

 Al-Qur'an, surat ke 12 (Yusuf) : ayat 72. 
12

 Al-Qur'an, surat ke 7 (Al-A’raf) : ayat 85. 
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“...Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan 

janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang 

takaran dan timbangannya”. 

 

b. Distributor berhak menerima imbalan setelah berhasil 

memenuhi akadnya artinya mendapatkan imbalan berupa bonus 

yang dijanjikan setelah tercapainya target penjualan tertentu.  

Sesuai dengan firman Allah QS. Al-Baqarah : ayat 233 :
13

 

          

      

“...dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang 

lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan 

pembayaran menurut yang patut”. 

 

c. Perusahaan dalam hal ini lembaga bisnis MLM yang 

menggunakan jasa marketing distributor harus segera 

memberikan imbalan kepada distributor sesuai dengan 

perjanjian dan ketentuan. Sesuai dengan firman Allah QS. Al-

Ma’idah : ayat 1 :
14

 

                                                           
13

 Al-Qur'an, surat ke 2 (Al-Baqarah) : ayat 233. 
14

 Al-Qur'an, surat ke 5 (Al-Maidah) : ayat 1. 
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          

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu..” 

 

Juga berdasarkan hadist Nabi tentang waktu pembayaran upah 

yang diriwayatkan oleh Ibnu majah, Abu Ya’la dan Tahabrani : 

 

“Berilah para pekerja itu upahnya sebelum keringat mereka 

kering”. 

 

Dengan memiliki landasan teori yang kuat, serta prinsip-prinsip 

sistem ekonomi yang mengatur tentang penjualan dan juga hubungan antar 

distributor dan perusahaan beserta mekanismenya. Ternyata masih 

menyisakan pertanyaan dan keraguan pada sisi pelaksanaannya. Perlu dan 

dibutuhkan adanya manusia atau lembaga yang mengelola untuk dapat 

benar-benar menerapkan teori nilai dan prinsip-prinsip Syariah, karena 

sistem yang baik bukan jaminan bahwa akan mengarahkan suatu bisnis ke 

arah yang baik pula, sistem Syariah hanya sebagai pedoman guna 

memastikan tidak ada transaksi yang bertentangan dengan Syariah. Tetapi 

dalam operasional dan pelaksanaan tetap dipegang dan di bawah kendali 

pengelola. Dengan kata lain di tuntut adanya profesionalisme pelaku usaha 
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Syariah dalam menjalankan bisnis agar tetap sesuai dan dalam jalur 

Syariah.
15

 

 

E. Tinjuan Pustaka 

Berdasarkan kajian dan pemeriksaan kepustakaan yang dilakukan 

oleh penulis berkaitan dengan topik ini, didapati beberapa penelitian 

terdahulu di antaranya sebagai berikut : 

Tabel 1.1 

Penelitian Terdahulu 

NO. Peneliti Judul Kesimpulan Persamaan Perbedaan 

1. Cholida 

Nahil  

UIN 

Malang 

2003 

 

Strategi 

pengemba

ngan 

jaringan 

Bisnis 

multi level 

marketing 

(MLM) 

Syariah 

Ahad-Net 

. 

Pengembangan 

jaringannya dan 

akan berdampak 

pada penentuan 

peringkat dan 

insentif yang 

didapatkan oleh 

mitra niaga itu 

sendiri. 

Objek 

penelitian 

adalah 

perusahaan 

yang bergerak 

pada bisnis 

Multi level 

marketing 

(MLM) 

Syariah Ahad-

Net Malang. 

Tinjauan 

penelitian 

lebih terfokus 

pada sistem 

peringkat dan 

pemberian 

insentif. 

Objek wilayah. 

 

                                                           
15

Adiwarman A. Karim, Ekonomi Mikro Islam. (Jakarta : Raja Grafindo Persada 2007), hlm. 46  
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2. Diah 

Khudriah 

STAIN 

Cirebon  

2004 

 

Bisnis 

multi level 

marketing 

(MLM) 

dalam 

perspektif 

hukum 

Islam. 

Mekanisme 

yang ada pada 

sebagian banyak 

bisnis MLM 

terdapat prinsip 

Syariah, dengan 

alasan relevan 

dengan 

operasional pada 

akad Syirkah 

Inan. 

Objek 

penelitian 

adalah 

perusahaan 

yang bergerak 

pada bisnis 

Multi level 

marketing 

(MLM). 

 

Hanya 

mengkaji dari 

sisi hukum 

Islam. 

Objek 

penelitian 

adalah MLM 

secara umum. 

 

3. Helin 

Rizka 

Amanati 

IAIN 

Walisongo 

Semarang 

2011 

Analisis 

pelaksanaa

n fatwa 

DSN-MUI 

tentang 

penjualan 

langsung 

berjenjang 

Syariah di 

MLM 

Ahad-Net 

Semarang  

Sistem MLM 

Syariah yang 

dijalankan oleh 

Ahad-Net 

cabang 

Semarang tidak 

bertentangan 

dengan 

ketentukan 

dalam fatwa 

DSN-MUI. 

Objek 

penelitian 

adalah 

perusahaan 

yang bergerak 

pada bisnis 

Multi level 

marketing 

MLM Syariah 

Ahad-Net. 

Objek wilayah 

penelitian di 

kota 

Semarang. 

Objek 

penelitian 

adalah MLM 

Syariah Ahad-

Net. 
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F. Sistematika Penulisan 

Pembahasan penelitian skripsi ini terdiri dari beberapa bab, untuk 

mengetahui masing-masing bab tersebut diuraikan sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN  

Latar belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, 

Tujuan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Pemikiran dan 

Sistematika Penelitian. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Menjelaskan jual beli dalam Islam, Menjelaskan pengertian MLM 

secara umum dan MLM Syariah, Menjelaskan lembaga DSN-

MUI, pengertian fatwa dan tentang fatwa DSN-MUI, dan 

ketentuan dalam fatwa (PLBS). 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Metode penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, 

populasi, Instrumen Penelitian dan Teknik Analisis Data. 

BAB IV ANALISIS DATA HASIL PENELITIAN 

Gambaran umum MLM Syariah PT.K-LINK Indonesia cabang 

Cirebon, Menganalisis penerapan syarat dan rukun serta kriteria 

fatwa DSN-MUI pada sistem penjualan langsung berjenjang 

Syariah di PT.K-LINK Indonesia cabang Cirebon. 

BAB V : KESIMPULAN 

Memaparkan Kesimpulan yang didapat dari penelitian disertai 

dengan Saran serta Penutup. 
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BAB II 

JUAL BELI DALAM ISLAM, MLM SYARIAH DAN FATWA TENTANG 

PENJUALAN LANGSUNG BERJENJANG SYARIAH (PLBS) 

A. Konsep Jual Beli dalam Islam 

1. Pengertian Jual Beli 

Pengertian jual beli dalam istilah ilmu fiqh adalah al-Bai‟( ) 

artinya menjual, mengganti, menukar sesuatu dengan sesuatu yang 

lain, yang merupakan lawan dari kata asy-Syira‟a ( ) artinya 

membeli. 

Secara etimologi atau kaidah bahasa Arab, penggunaan istilah kata 

terkadang juga sekaligus dimaksudkan untuk lawan katanya. Seperti 

kata al-Bai‟ (jual) sekaligus mencakup makna dari kata asy-Syira‟a 

(beli), jadi bisa secara bahasa kata al-Bai‟ bisa diartikan jual beli.
1
 

Menurut pendapat Prof. Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam 

(2010),
2
 pengertian jual beli secara bahasa adalah Ba‟aasy-syaia atau 

memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling 

mengganti. 

Dalam bahasa Al-Qur‟an istilah jual beli juga terdapat dalam 

beberapa kata yang berbeda namun mempunyai arti yang sama 

diantaranya : al-Tijarah dan al-Murabahah, sebagaimana yang 

tercantum dalam firman Allah SWT dalam surat Fathir :
3
 

                                                           
1
 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Banten : Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 111 

2
 Abdul Aziz Muhammad Azzam,  Fiqh Muamalat, (Jakarta : Amzah, 2010), hlm. 23 

3
Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002),  hlm. 67 
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Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan 

mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang 

Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-

terangan, mereka itu mengharapkan jual beli yang tidak akan merugi. 

 

Adapun pengertian jual beli secara terminologi atau istilah terdapat 

berbagai macam definisi di antaranya sebagai berikut :
4
 

a. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang 

dengan jalan melepaskan hak milik yang satu kepada yang lain 

atas dasar saling merelakan. 

b. Pemilikan harta benda dengan jalan tukar-menukar yang sesuai 

dengan aturan Syara’. 

c. Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasharruf) 

dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai Syara’. 

d. Tukar menukar benda dengan benda lain dengan cara yang 

khusus (di perbolehkan). 

e. Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling 

merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada 

penggantiannya dengan cara yang di perbolehkan. 

f. Akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, 

maka jadilah penukaran hak milik secara tetap. 

Sedangkan pengertian jual beli secara istilah menurut para ulama 

antara lain :
5
 

                                                           
4
Ibid., hlm. 68 
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a. Menurut Ulama Hanafi 

“Mubadatul Mal bi malin „ala Wajhin Makhshushin” 

Saling menukar harta dengan harta berdasarkan cara tertentu 

(khusus). 

“Mubadalatul Syain sarghubin fihi bimitsli „ala Wajhin 

Muqoyyadin makhshushin” 

Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan 

melalui cara yang bermanfaat. 

b. Menurut Ulama Maliki, Syafi’i dan Hambali 

“Mubadalatul Mal bil Mal Tamlikal Wa Tamallukan” 

Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan 

milik dan kepemilikan. 

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa pengertian 

inti dari jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau 

barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah 

pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya 

sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara’ 

dan disepakati antara kedua belah pihak yang berakad. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                               
5
 Nasrun Haroen,  Loc. Cit, hlm. 112 
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2. Rukun dan Syarat Jual Beli 

Rukun dalam jual beli terdapat tiga komponen yaitu, shigat(ijab 

qabul),orang-orang yang berakad („aqidan) dan objek barang yang di 

transaksikan (ma‟qud „alaih).
6
 

a. Ijab qabul (Shigat) 

Shigat adalah ijab dan qabul yang diucapkan dalam 

melangsungkan akad dalam suatu transaksi muamalah. Kata ijab 

diambil dari kata aujaba yang artinya meletakkan yakni dari pihak 

penjual atau memberikan hak milik, sedangkan kata qabul artinya 

yang menerima hak milik dalam hal ini adalah pembeli.     

Dalam pengertian lain adalah ikatan kata antara penjual dan 

pembeli. Jual beli belum di katakan sah sebelum ijab dan qabul 

dilakukan sebab ijab qabul adalah bukti transaksi dan adanya suatu 

kerelaan (ridho). Pada dasarnya ijab qabul dilakukan dengan lisan, 

tetapi kalau tidak memungkinkan bisa dilakukan dengan tertulis 

ataupun dengan cara yang lain dengan ketentuan harus 

memahamkan antara pembeli dan penjual. 

 

b. Pihak yang berakad (‟Aqid) 

„Aqid adalah pihak yang melakukan akad baik dua atau beberapa 

orang yang melakukan akad. Berikut ini syarat-syarat bagi orang 

yang melakukan akad :
7
 

                                                           
6
 Abdul Aziz Muhammad Azzam,  Op. Ci., hlm. 28 

7
Ibid., hlm. 29 
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1) Baligh (dewasa) secara hukum Syara‟ yakni ditandai 

dengan keluarnya mani (sperma) bagi laki-laki dan haid 

(menstruasi) atau telah genap berusia genap 15 tahun bagi 

keduanya. 

2) Berakal, artinya setiap pihak yang melakukan transaksi 

adalah orang-orang yang normal secara berpikir tidak 

termasuk di dalamnya orang gila atau dalam keadaan 

mabuk. 

3) Kerelaan, artinya setiap pihak yang melakukan transaksi 

jual beli saling merelakan (anta rodin minkum) bukan 

karena terpaksa dan ada paksaan. 

 

c. Objek barang (Ma‟qud „alaih) 

Ma‟qud „alaih yaitu harta yang dipindahkan dari tangan salah 

seorang yang berakad kepada pihak lain, baik harga (uang) atau 

barang. Barang dagangan yang diperjualbelikan harus memenuhi 

persyaratan sebagai berikut :
8
 

1) Suci atau bersih dan halal barangnya. 

2) Barang yang diperjualbelikan diketahui oleh kedua belah 

pihak baik zat, jumlah maupun sifatnya juga harus diteliti 

terlebih dahulu. 

3) Barang yang diperjualbelikan tidak berada dalam proses 

penawaran dengan orang lain. 

                                                           
8
Ibid., hlm. 30 
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4) Barang yang diperjualbelikan bukan hasil monopoli yang 

merugikan. 

5) Barang yang diperjualbelikan tidak boleh ditaksir 

(spekulasi). 

6) Barang yang diperjualbelikan adalah milik sndiri atau yang 

diberi kuasa. 

7) Barang itu dapat diserahterimakan artinya barang tersebut 

benar adanya. 

8) Dapat dimanfaatkan secara syar’i artinya memiliki manfaat 

yang menjadi tujuan dan diterimanya oleh syariat. 

 

3. Transaksi Jual Beli yang Dilarang 

Transaksi jual beli dalam hukum Islam tidak serta menghalalkan 

dan diperbolehkan secara syariat, artinya perlu adanya bentuk 

peninjauan kritis terhadap transaksi tersebut. Syariat jelas melarang 

adanya transaksi yang berbau riba karena memang tidak sesuai dan 

melanggar ketentuan syariat, di sisi lain terdapat beberapa unsur yang 

menjadikan transaksi jual beli dilarang di antaranya sebagai berikut :
9
 

a. Mengandung unsur tadlis (penipuan) 

Dalam arti transaksi jual beli yang terjadi di mana penjual 

menjual barang dengan merek palsu atau menjual barang tidak 

sesuai dengan kualitas yang tertera. 

 

                                                           
9
 Syekh Abdurrahman as-Sa’di, Syekh Abdul ‘Aziz bin Baaz, Syekh  Makhalul Ilmi, alih al-

‘Ustaimin, Syekh Shalih al-Fauzan, Fiqh al-Bai wa asy-Syira’(Fiqh Jual-Beli), diterjemahkan oleh 

Abdullah, (Jakarta : Senayan Publishing, 2008), hlm. 123 
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b. Mengandung unsur gharar (ketidakjelasan) 

Seperti halnya menjual buah-buahan yang belum pasti 

matangnya, membeli buah yang masih mentah yang belum di 

petik dari pohon. 

c. Terdapat unsur paksaan 

Seperti seseorang memaksa orang lain agar mau menjual 

kepadanya ataupun memaksa orang lain agar membeli. 

d. Terdapat unsur rekayasa menciptakan kelangkaan (ikhtikar) 

Yakni menciptakan suatu kondisi pasar seakan-akan 

mengalami kelangkaan barang tertentu sehingga berakibat 

harga melambung serta mendapatkan keuntungan yang besar. 

 

B. Multi Level Marketing (MLM) 

1. Pengertian MLM  

Multi Level Marketing atau yang biasa disebut MLM atau Network 

Marketing, secara etimologi berasal dari bahasa inggris yang terdiri 

dari tiga suku kata yakni; yakni Multi berarti banyak, level berarti 

jenjang atau tingkatan, sedangkan marketing berarti pemasaran Jadi 

MLM adalah pemasaran yang di lakukan dengan sistem berjenjang 

atau bertingkat dengan menggunakan jaringan yang 

banyak.
10

Sedangkan dalam bahasa Indonesia MLM dikenal dengan 

istilah pemasaran berjenjang atau penjualan langsung berjenjang. 

                                                           
10

Tarmizi Yusuf, Strategi MLM Secara Cerdas dan Halal, (Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 

2004), hlm. 3 
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Menurut Kuswara (2005),
11

 MLM adalah sebuah metode 

pemasaran barang atau jasa dari sistem penjualan langsung melalui 

program pemasaran berbentuk lebih dari satu tingkat, di mana mitra 

usaha mendapatkan komisi penjualan dan bonus penjualan dari hasil 

penjualan barang atau jasa yang dilakukan sendiri dan jaringan 

anggota dalam kelompok bisnis. 

Secara umum MLM adalah suatu metode bisnis alternatif yang 

berhubungan dengan pemasaran dan distribusi yang dilakukan melalui 

banyak level (tingkatan), yang biasa dikenal pada pelaku usahanya 

dengan istilah upline (tingkat atas) dan downline (tingkat bawah). 

Menggunakan jaringan bisnis baik yang bersifat vertikal (atas bawah) 

maupun horizontal (kiri kanan) ataupun gabungan antara keduanya.
12

 

 

2. Mekanisme Sistem Penjualan 

MLM dalam menjalankan perannya sebagai salah satu bentuk 

bisnis penjualan langsung MLM menerapkan beberapa sistem yang 

khas dan bercirikan bisnis MLM sebagai tugas pokok seorang 

distributor dalam mekanisme menjalankan bisnisnya yakni sebagai 

berikut :
13

 

a. Menjual Produk 

MLM adalah salah satu sistem pendistribusian produk 

atau jasa kepada konsumen. Keuntungan perusahaan adalah 

dari hasil penjualan produk tersebut, di mana semakin besar 

                                                           
11

 Kuswara, Mengenal MLM Syariah. (Jakarta : Qultum Media, 2005).hlm.16 
12

Andrias Harefa, Multi Level Marketing, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1999), hlm. 4 
13

 Tarmizi Yusuf, Loc. Cit.,hlm. 58 
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omzet penjualan maka semakin besar pula keuntungan yang 

didapatkan. Kalau menjual satu unit akan mendapatkan untung 

sepuluh rupiah (Rp.10,-), maka jika menjual (100 unit) akan 

mendapatkan keuntungan seribu rupiah (Rp.1.000,-). Ini wajar 

seperti halnya mekanisme yang ada pada penjualan 

konvensional. Di mana tanpa penjualan maka tidak ada 

keuntungan. Oleh karenanya jika ada suatu MLM namun tidak 

perlu menjual produk, berarti MLM tersebut tidak layak 

disebut sebagai bisnis marketing karena ruh dan tugas utama 

MLM adalah menjual. 

Salah satu hal yang membedakan antara MLM dengan 

penjualan konvensional adalah MLM tidak atau tanpa 

melibatkan pedagang besar atau pengecer dalam saluran 

pemasarannya seperti gambar berikut :
14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14

Andrias Harefa, Op. Cit., hlm. 5 
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Gambar 2.1 

Konsep Penjualan Langsung (MLM) dan Penjualan 

Konvensional 

Penjualan Langsung        Penjualan Konvensional 

Sumber :Andrias Harefa,Multi Level Marketing, 1999 

Multi level marketing atau direct selling merupakan  

penyaluran dari produsen langsung kepada konsumen, melalui 

distributor person anggota MLM yang biasa disebut dengan 

“selling door to door”, yaitu penjualan yang dilakukan oleh 

Produsen 

Distributor/ 

Agen 

Tunggal 

Grosir/ 

Sub Agen 

Pengecer 

Produsen 

Konsumen 

Distributor 

Independen 

Konsumen 
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produsen langsung kepada konsumen dengan mengerahkan  

salesman (distributor) ke rumah-rumah.
15

 

 

b. Mengajak dan Mengajarkan 

Tugas selanjutnya yang harus dijalankan oleh seorang 

distributor yang ingin sukses dalam bisnis MLM setelah 

menjual produk adalah mengajak karena sesuai dengan sebutan 

pada bisnis ini yakni “people Business” (bisnis masyarakat) 

artinya semakin banyak orang yang diajak maka semakin baik 

untuk kelangsungan bisnis karena kekuatan dasar yang 

membangun bisnis ini adalah jaringan distributor yang luas, 

lebar dalam serta berakar.  

Dalam proses dan mekanisme mengajak juga tidak bisa 

secara asal-asalan tapi harus memenuhi aturannya, seperti di 

antaranya :
16

 

1) Tidak boleh mengajak seseorang yang telah masuk 

kepada bisnis MLM yang sama sebelumnya. 

2) Tidak boleh adanya paksaan ataupun ancaman, 

sehingga membuat seseorang merasa sangat terpaksa 

dan berat hati untuk bergabung dalam  bisnis MLM. 

3) Tidak boleh mengajak namun hanya untuk penipuan 

dalam kepentingan peningkatan prestasi atau level 

dirinya sendiri. 

                                                           
15

Abdul Aziz dan Mariyah Ulfah, Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer, (Bandung : 

Alfabeta, 2010), hlm. 124 
16

Tarmizi Yusuf, Loc. Cit.,hlm. 69 
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Setelah orang-orang tersebut diajak, ada kewajiban bagi 

pengajak untuk mengajarkan bagaimana menjalankan bisnis ini 

dengan benar. Yakni seorang distributor atas (upline) 

mengajarkan kepada para distributor level di bawahnya 

(downline) agar sama-sama dapat menjalankan bisnis dengan 

sukses,  

Dalam bahasa MLM proses mengajarkan dikenal dengan 

istilah Duplikasi, dalam buku The Secret Book of MLM OLEH 

Mic Publishing (2007),
17

 mengartikan duplikasi merupakan 

kunci sukses dalam MLM, dari tahapan duplikasi yakni 

mengajar rekan kerja kita supaya bisa mengajar rekan kerja 

yang lain sehingga mampu menjalankan bisnis dengan benar. 

 

c. Membangun Organisasi 

Setelah melalui fase menjual produk mengajak (merekrut) 

dan mengajarkan (duplikasi) selanjutnya adalah membangun 

organisasi. Organisasi yaitu kerja sama antara dua orang atau 

lebih untuk mencapai tujuan bersama. 

Pada umumnya organisasi MLM dibangun mendalam dan 

melebar. Seperti akar tunggang. Semakin dalam akar organisasi 

semakin kuat berdirinya. Dan melebar artinya supaya 

jangkauan semakin jauh.
18

 

                                                           
17

 MLM Leaders, The Secret Book of MLM, (Surabaya : MIC Publishing, 2007), hlm. 98 
18

Tarmizi Yusuf,Op. Cit., hlm. 71 
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Berikut adalah gambaran rangka jaringan bisnis yang 

dibangun oleh bisnis jaringan MLM :
19

 

Gambar 2.2 

Rangka Jaringan Bisnis MLM 

Gambar 1         Gambar 2  
Sumber :Andrias Harefa,Multi Level Marketing, 1999 

 

Pada gambar 1  

Terlihat bahwa rangka organisasi yang dibangun 

adalah secara mendalam atau akar tunggang. Artinya omzet 

dari A adalah kumpulan omzet E, D, C, B dan A sendiri. 

Apabila E berprestasi tinggi, maka dari segi omzet A 

meningkat. Tetapi kondisi tersebut dianggap tidak adil 

karena A tidak berprestasi tetapi hanya karena telah lebih 

dulu bergabung maka omzetnya menjadi besar secara 

otomatis.
20

 

                                                           
19

Ibid, hlm. 71 
20

Ibid, hlm. 71 
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Pada gambar 2 

Rangka organisasi yang dibangun adalah secara 

mendalam dan melebar. Artinya terlihat ada kegiatan A. 

Selain mengajak B, juga mengajak dan mengajarkan F, G 

dan H maka prestasi A sudah berhak dihargai. 

Apabila A tidak mengajak F, G dan H sedangkan E 

mengajak kenalan dan merekrutnya menjadi anggota E1, 

E2, E3 dan seterusnya maka tidak menutup kemungkinan 

bahwa penghasilan E justru lebih besar dari hasil yang 

diterima A. Inilah alur sistem penjualan MLM yang adil, 

karena tidak bergantung pada siapa yang lebih dulu 

bergabung.
21

 

 

 

3. Regulasi Peraturan Bisnis MLM 

Muncul dan hadirnya lembaga bisnis MLM ini turut mewarnai 

pertumbuhan bisnis di Indonesia. Terbukti dari tahun ke tahun angka 

pertumbuhannya semakin meningkat, maraknya bisnis MLM ini 

semakin menjadi ketika telah di tetapkan beberapa peraturan 

pemerintah yang mengatur sistem penjualan dan bentuk bisnis MLM 

sejak tahun 2000 diantaranya sebagai berikut : 

                                                           
21

Ibid, hlm. 72 
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1. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan 

(Menperindag)
22

 peraturan No.73/MPP/Kep/3/2000 yang 

mengatur tentang ketentuan Kegiatan Usaha Penjualan 

Berjenjang. 

2. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan 

(Menperindag)
23

 peraturan No.289/MPP/Kep/10/2001 BAB IV 

Pasal 22  yang mengatur tentang Izin Kegiatan Usaha 

Penjualan Berjenjang. 

3. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia 

(Kemendag)
24

 No.36/M-DAG/PER/9/2007 tentang 

Penyelenggaraan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.  

4. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia 

(Kemendag)
25

 No.32/M-DAG/PER/8/2008 tentang 

Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan dengan Sistem 

Penjualan Langsung. 

 

4. Keunggulan dan Kelemahan Bisnis MLM 

MLM kini telah diakui keberadaannya sebagai salah satu bentuk 

bisnis yang kian marak digeluti oleh masyarakat terlepas dari banyak 

bentuk kontroversi di dalamnya ternyata bisnis yang satu ini memiliki 

keunggulan dan kelemahan tersendiri di antaranya sebagai berikut : 

                                                           
22

Menperindag (Menteri Perindustrian dan Perdagangan), Ketentuan Kegiatan Usaha Penjualan 

Berjenjang.www.kemendag.go.id. Di akses 13 Januari 2013, 21.00 WIB 
23

Ibid. Di akses 13 Januari 2013, 21.00 WIB 
24

 KEMENDAG (Kementerian Perdagangan), Penerbitan  Surat Izin Usaha Perdagangan. 

www.kemendag.go.id. Di akses 14 Januari 2013, 20.30 WIB    
25

Ibid, www.kemendag.go.id. 

http://www.kemendag.go.id/
http://www.kemendag.go.id/
http://www.kemendag.go.id/
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a. Keunggulan bisnis MLM 

Menurut Van Nistains,
26

 Multi Level Marketing mempunyai 

beberapa keunggulan di antaranya sebagai berikut : 

1) Keunggulan dari sisi kompensasi 

Sistem kompensasi MLM berbeda dengan kompensasi yang 

ada pada perusahaan konvensional dengan sistem gaji yang 

bersifat linier dan naik secara berkala, penghasilan yang 

didapat bisa di katakan tanpa batas sesuai dan semampu 

prestasi distributor dalam menjual produk dan membangun 

jaringan. 

2) Keunggulan dari sisi modal 

Untuk memulai terjun dalam bisnis MLM tidak memerlukan 

modal yang besar. Hanya dengan bermodalkan kegigihan dan 

keuletan karena dalam bisnis ini uang bukanlah modal utama 

melainkan jaringan yang dimiliki para distributor. 

3) Keunggulan dari sisi waktu 

MLM adalah bisnis dengan elastisitas waktu yang cukup 

longgar dan sangat fleksibel. Para distributor dapat melakukan 

penjualan dan presentasi pada waktu yang mereka mau dan 

ditentukan sendiri. 

4) Keunggulan dari sisi pemasaran 

MLM memiliki sistem jaringan pemasaran yang sangat baik. 

Di mana di dalamnya begitu banyak penghematan estimasi 

                                                           
26

 Van Nistains, Multi Level Marketing Plus, (Yogyakarta : CV. Andi Offset, 2005),  hlm. 21  
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dana dalam bentuk iklan, promosi dan distribusi yang 

semuanya telah ditanamkan pada tiap-tiap distributor, tentunya 

dengan didukung sistem yang baik (support system) yang 

mudah ditiru dan diaplikasikan oleh setiap distributor. 

5) Keunggulan dari sisi kelompok 

MLM adalah bisnis yang mengorganisasikan banyak orang, 

menggabungkan masing-masing kekuatan guna membangun 

suatu jaringan bisnis yang besar. Di mana di antara distributor 

adalah saling membantu, berbagi informasi, seminar sukses dan 

lain-lain.. 

 

b. Kelemahan bisnis MLM ini di antaranya sebagai berikut ;
27

 

1) Masalah kejenuhan pasar 

Kejenuhan pasar (market saturation) berkaitan dengan kondisi 

pasar dalam menanggapi suatu produk. Dengan tidak adanya 

batasan jumlah distributor yang bergabung, sehingga 

menimbulkan banyaknya produk yang dipasarkan sehingga 

menghasilkan persaingan yang kurang sehat. 

2) Masalah organisasian 

Secara hubungan matematis, struktur organisasi dengan jenjang 

level yang tidak dibatasi memungkinkan terjadinya 

penumpukan pada level-level bawah, sehingga nantinya akan 

mengakibatkan membludaknya para distributor yang cenderung 

                                                           
27

 Kuswara, Op.Cit.,  hlm. 38 
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ke arah ingin memiliki mitra sebanyak-banyaknya bukan lagi 

ingin menjual produk. 

3) Masalah mengampanyekan matrealisme 

MLM cenderung melakukan usaha dengan menjanjikan bonus 

dan iming-iming hadiah yang luar biasa. Misalnya mobil 

mewah, kapal pesiar, rumah mewah, liburan luar negeri dan 

masih banyak lagi. Nantinya akan cenderung menjadi bisnis  

idealis yang hanya mengampanyekan matrealisme. 

4) Masalah hubungan 

Seorang distributor MLM akan selalu memandang hubungan 

sosial dengan orang lain adalah sebagai prospek untuk 

membangun bisnis. Kerabat, teman, saudara di pandang 

sebagai potensi jaringan yang harus diajak dan ikut bergabung.    

 

5. Multi Level Marketing (MLM) Syariah 

a. Pengertian MLM Syariah 

MLM Syariah adalah sebuah usaha MLM yang 

mendasarkan sistem operasionalnya pada prinsip-prinsip Syariah. 

Dengan demikian, dengan demikian, sistem bisnis MLM 

konvensional yang berkembang pesat saat ini dicuci, dimodifikasi, 

dan disesuaikan dengan Syariah. Aspek-aspek haram dan syubhat 

dihilangkan dan diganti dengan nilai-nilai ekonomi Syariah yang 
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berlandaskan tauhid, akhlak dan sesuai dengan ketentuan 

muamalah.
28

 

MLM Syariah dalam pengawasannya terdapat otoritas yang 

berwenang mengawasi jalannya bisnis tersebut yakni Dewan 

Pengawas Syariah (DPS), sebuah lembaga yang memungkinkan 

untuk mengawasi pengelolaan suatu usaha Syariah.  

MLM Syariah dalam literatur fiqh masuk dalam 

pembahasan fiqh muamalah bab buyu‟ (jual beli). di mana dalam 

operasionalnya MLM menjual atau memasarkan langsung suatu 

produk baik berupa barang atau jasa kepada konsumen. Dalam 

MLM Syariah juga terdapat unsur jasa, artinya seorang distributor 

menjualkan barang yang bukan miliknya dan mendapatkan upah 

dari prosentase harga barang dan jika dapat menjual sesuai target 

maka akan mendapatkan bonus sesuai yang ditetapkan perusahaan.  

Dalam terminologi fiqh jasa penjualan marketing oleh 

(distributor) disebut dengan istilah samsarah atau simsar, menurut 

Taqiyuddin an-Nabhani,
29

yaitu suatu cara untuk memperoleh harta 

dengan bekerja untuk orang lain dengan upah, baik itu untuk 

keperluan menjual maupun membelikan. Makelar (samsarah) 

termasuk dalam kategori bekerja yang bisa dipergunakan untuk 

memiliki harta secara hak menurut Syara‟. Tercantum dalam 

firman Allah SWT dalam Q.S Yusuf ayat 72 :
30

 

                                                           
28

 Kuswara, Op.Cit.,  hlm. 86 
29

Taqiyuddin an-Nabhani, Sistem Ekonomi Islam, (Jakarta: HTI Press,  2010), hlm. 71 
30

 Al-Qur'an, surat ke 12 (Yusuf) : ayat 72. 
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               

“Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala Raja, dan 

siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan 

makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya". 

 

MLM Syariah sejatinya menurut M. Quraish Shihab 

(2010), adalah suatu bisnis yang hampir sama formatnya atau 

gagasan idenya dengan konsep ganjaran dan dosa yang berantai 

yang dilakukan oleh seseorang dalam membangun agama Islam. 

Hal ini termuat dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh imam 

Muslim sebagai berikut :
31

 

“Barang siapa yang memulai atau merintis dalam Islam atau 

kebaikan maka dia akan memperoleh ganjaran dan ganjaran 

orang-orang yang mengerjakan sesudahnya, tanpa sedikit pun 

berkurang ganjaran mereka. Dan barang siapa yang memulai 

dalam Islam satu dosa maka dia akan memperoleh dosanya dan 

dosa-dosa yang mengerjakan sesudahnya tanpa sedikit pun 

berkurang dosa mereka”.  

(HR. Muslim) 

 

 

 

                                                           
31

M. Quraish Shihab, Quraish Shihab Menjawab 1001 Soal Keislaman, (Tanggerang :Lentera 

Hati, 2010), hlm. 644 
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b. Landasan MLM Syariah 

Berikut adalah beberapa hal yang berkaitan erat sebagai 

landasan dalam pengelolaan bisnis MLM Syariah yaitu : 

1) Faktor niat 

Niat atau motivasi pendirian perusahaan MLM Syariah 

haruslah berbeda dengan pendirian MLM konvensional pada 

umumnya. Bahwa dalam ajaran agama niat mempunyai 

kedudukan yang amat penting, dikatakan bahwa niatlah suatu 

amal bernilai menjadi Ibadah. 

Seperti halnya sabda Nabi SAW :  

“Bahwasannya amalan-amalan itu adalah sah dengan dengan 

niat” 

Dalam hadist lain dikatakan :  

“niat orang mukmin itu lebih baik daripada amalannya”. 

 

Dalam hal menjalankan bisnis, agar yang kita lakukan 

bernilai ibadah, maka hal tersebut harus diniatkan karena Allah, 

untuk mendekatkan diri dan mengajak orang lain kepada Allah. 

Agar bisnis yang kita lakukan dapat bernilai ibadah di sisi 

Allah, maka ada 3 syarat yang harus dipenuhi dalam urusan 

niat yaitu : 

a) Lillah : bisnis yang kita lakukan hanya karena Allah 

SWT. 
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b) Billah : bisnis yang kita lakukan senantiasa bersama 

Allah, artinya mengikuti apa yang diperintahkan Allah. 

c) Illallah : bisnis yang kita lakukan tujuan akhirnya hanya 

mencari keridhoan Allah SWT. 

 

Niat dalam memulai bisnis MLM Syariah : 

a) Niatkan untuk membangun usaha halal dengan 

mendistribusikan produk-produk halal. 

b) Niatkan untuk membangun usaha secara Syariah Islam. 

Usaha yang menerapkan prinsip-prinsip Syariah. 

c) Niatkan untuk mengangkat derajat ekonomi umat, 

sehingga bermanfaat bagi sesama umat. 

d) Niatkan untuk memberdayakan produk dalam negeri. 

Yang dihasilkan anak-anak bangsa. Sehingga akan 

menyongsong pembangunan ekonomi nasional. 

 

2) Prinsip operasional 

Sebagai sebuah bisnis yang memegang teguh prinsip 

Syariah, sudah barang tentu prinsip operasionalnya harus sesuai 

dengan prinsip muamalah Islam, yaitu dengan berlandaskan 

pada Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman. 

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT surat An-Nisa : 

ayat 59 :
32

 

                                                           
32

 Al-Qur'an, Surat ke 4 (An-Nisa) : ayat 59 
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              

         

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah 

Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu 

berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia 

kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya)” 

 

Landasan ini yang harus ada dan dibangun dalam praktek 

MLM Syariah. Prinsip-prinsip Syariah sendiri adalah sebuah 

sistem universal meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. 

Prinsip Syariah bukan hanya sekedar sistem hukum, juga 

merupakan sistem moralitas. Untuk mengatur semua aktivitas 

manusia baik secara personal maupun sosial. 

Karenanya bisnis MLM yang berlandaskan Syariah 

diyakini akan mampu terus tumbuh dan menjadi pionir bagi 

sistem yang adil dan sejahtera. 

 

3) Orientasi bisnis 

Dalam MLM Syariah orientasi bisnis yang dilakukan tidak 

semata-mata bersifat duniawi atau hanya untuk mendapatkan 

keuntungan yang bersifat materi semata, tapi juga harus 

berorientasi kepada akhirat. Jadi MLM Syariah adalah bisnis 
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yang harus berorientasi pada pencapaian kebahagiaan dunia 

dan akhirat bagi para pelaku usahanya. 

Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT :
33

 

                  

   

 “Dan di antara mereka ada orang yang berdoa: "Ya Tuhan 

Kami, berilah Kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat 

dan peliharalah Kami dari siksa neraka" 

 

 

4) Komoditi 

Seluruh komoditi yang dipasarkan melalui perusahaan 

MLM Syariah haruslah produk yang sudah terbukti dan teruji 

kehalalannya dan juga thayyib (baik). Baik dalam arti secara 

kesehatan, kualitas dan kandungan gizi harus memiliki manfaat 

bagi tubuh manusia. 

Dalam hal ini sesuai dengan firman Allah SWT :
34

 

            

       

                                                           
33

 Al-Qur'an, Surat ke 2 (Al-Baqarah) : ayat 201 
34

 Al-Qur'an, Surat ke 2 (Al-Baqarah) : ayat 168 
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“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari 

apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti 

langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu 

adalah musuh yang nyata bagimu”. 

 

 

c. Kriteria MLM Syariah 

Pada prinsipnya MLM bisa dikatakan dan dikategorikan 

sebagai bisnis yang haram dan ilegal ataupun yang Syariah, tidak 

dapat dipukul rata, artinya perlu adanya tinjauan secara hukum 

baik mengenai bagaimana operasional dan sistem yang diterapkan 

oleh setiap bisnis MLM. Sejauh mana bisnis ini menerapkan nilai-

nilai Syariah. Berikut beberapa poin panduan yang digunakan 

untuk menilai sebuah bisnis MLM sesuai Syariah atau tidak :
35

 

a. Business Plan 

1) Tidak menjanjikan kaya mendadak atau 

menjanjikan untuk mendapatkan uang dengan cepat 

dan mudah. 

2) Tidak mengarahkan para distributornya pada 

matrealisme, konsumerisme atau gaya yang 

condong ke Arab mubazir. 

3) Tidak ada unsur skema piramida, di mana hanya 

yang berada pada level-level puncak saja yang 

                                                           
35

 Kuswara, Op.Cit.,  hlm. 112 
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diuntungkan, sedangkan pada level-level bawah 

mengalami kerugian. 

4) Biaya pendaftaran tidak terlalu tinggi, biaya 

pendaftaran dapat diumpamakan sebagai ganti biaya 

stater kit atau kartu anggota. 

5) Adanya transparansi sistem, yaitu semua sistem 

yang berkaitan dapat diketahui secara transparan 

seperti mengenai berapa bonus dan komisi yang 

didapat oleh distributor. 

6) Bonus jelas nisbahnya sejak awal, bentuknya bisa 

berupa perjanjian mengenai tata cara pembagian dan 

mekanisme penerimaan bonus bagi setiap 

distributor. 

b. Produk
36

 

1) Ada transaksi riil atas barang yang diperjualbelikan. 

2) Barang atau jasa diupayakan merupakan kebutuhan 

pokok, bukan barang mewah yang mendorong 

kepada konsumerisme dan matrealisme. 

3) Terdapat produk yang dijual, baik berupa jasa atau 

barang kebutuhan pokok. 

4) Barang dan jasa yang diperjualbelikan jelas 

kehalalannya, dibuktikan dari pihak berwenang 

dalam hal ini MUI dan BPPOM. 

                                                           
36

 Ibid., hlm. 113 
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5) Tidak ada exesive mark up atas harga produk yang 

diperjualbelikan di atas covering biaya promosi dan 

marketing. 

6) Memiliki jaminan dikembalikan Guarantee 

(khiyar), sehingga konsumen dapat mengembalikan 

jika barang yang dibeli rusak atau tidak berkualitas. 

c. Perusahaan
37

 

1) Perusahaan memiliki trackrecod yang baik, bukan 

perusahaan misterius yang menimbulkan 

kontroversi, atau punya misi agama non-muslim. 

2) Sistem keuangannya bersinergi dengan sistem 

keuangan Syariah. Mulai dari permodalan, 

transaksi, maupun kegiatan keuangan lainnya. 

d. Support system
38

 

1) Mengajarkan kejujuran dalam bisnis, tidak 

mengajarkan berbohong atau menutupi cela produk 

untuk mengelabui agar ikut serta dalam bisnis yang 

ditawarkan. 

2) Harus ada paradigma shift tentang orientasi dan 

image sukses. Sukses tidak selalu diukur lewat 

dimilikinya sejumlah materi, tetapi ada yang jauh 

lebih dari itu, yaitu kesuksesan dalam hal 

intelektual, emosional dan spiritual. 

                                                           
37

 Ibid., hlm. 114 
38

 Ibid., hlm. 114 
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Menurut ketua MUI Amidah (2010) mengatakan,
39

 MLM 

Syariah memiliki keunggulan dibandingkan MLM konvensional 

mengangkat derajat umat, memperkuat silaturahmi antar umat dan 

juga menyumbang kesejahteraan antara umat. 

Dilarang menjual barang yang haram, baik zatnya seperti 

babi dan barang najis lainnya. Di samping itu harus adanya 

keadilan pada jenjang baik yang di atas upline maupun di bawah 

downline dalam pembagian bonus pasive income tidak melakukan 

apapun. 

 

d. Perbedaan MLM Syariah dengan Konvensional  

Secara sekilas MLM Syariah bisa saja tidak tampak 

berbeda dengan MLM konvensional, namun jika ditinjau lebih 

mendalam mengenai proses operasionalnya, ternyata ada beberapa 

perbedaan mendasar yang cukup signifikan antara keduanya. Di 

antaranya yang membedakan sebagai berikut :
40

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
39

Amidah, Video Konferensi Pers DSN, MUI dan K-LINK, Jakarta : 2o juni 2010 
40

 Kuswara, Ibid., hlm. 103 
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Tabel 2.3 

Perbedaan MLM Syariah dengan MLM konvensional 

 

   Sumber : Kuswara, Mengenal MLM Syariah 2005 

No Kategori MLM Syariah MLM Konvensional 

1. Akad dan aspek 

legalitas 

Berdasarkan hukum 

positif, kode etik dan 

sesuai dengan Syariah 

Berdasarkan hukum 

positif dan kode etik. 

2.  Lembaga 

penyelesaian 

Badan arbitrase 

muamalah Indonesia 

(BAMUI) 

Peradilan Negeri 

3.  Struktur 

organisasi 

Dewan pengawas 

Syariah (DPS) 

Tidak dikenal 

4.  Prinsip 

operasional 

Dakwah dan bisnis Bisnis murni 

5. Keuntungan 

usaha 

Pemberdayaan lewat 

ZIS 

Tidak dikenal 

6. Jenis usaha 

produk 

Halalan thoyibah halal 

dari dzat dan cara 

penjualan.  Thoyibah 

baik bagi tubuh 

Hanya beberapa 

produk yang 

mendapatkan 

sertifikasi halal. 
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C. Fatwa DSN-MUI tentang PLBS (Penjualan Langsung Berjenjang 

Syariah) 

1. Profil Lembaga MUI 

MUI atau Majelis Ulama Indonesia adalah lembaga swadaya 

masyarakat yang mewadahi ulama, zu‟ama dan cendekiawan Islam 

Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum 

muslimin di seluruh Indonesia. MUI berdiri pada tanggal 26 Juli 1975 

atau 7 Rajab 1395 Hijriah.
41

 

 MUI berdiri sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para 

ulama, cendekiawan dan zu‟ama yang berasal dari berbagai daerah di 

tanah air yang mewakili 26 provinsi di masa itu, dan juga dihadiri oleh 

10 ulama yang merupakan perwakilan dari ormas-ormas Islam, yakni 

NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Al-Wasliyah, Mathla’ul Anwar, 

GUPPI, PTDI, DMI dan Ittihadiyyah dan 4 ulama lainnya dari Dinas 

Rohani Islam, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan 

POLRI serta 13 orang tokoh cendekiawan yang merupakan tokoh 

perorangan.
42

 

a. Visi dan Misi Lembaga MUI 

MUI sebagai organisasi yang dilahirkan oleh para ulama dan 

cendekiawan muslim adalah merupakan gerakan masyarakat 

sebagai wadah dalam menjawab masalah sosial agama. Di mana 

                                                           
41

 Helin Rizka Amanati, Analisis Pelaksanaan Fatwa DSN-MUI Tentang Sistem Penjulan 

Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) di Ahad-Net, (Malng : UIN Malang 2011), hlm. 42 
42

 Helin Rizka Amanati, Ibid, hlm. 43 
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MJI juga mempunyai visi dan misi yang jelas sebagai lembaga 

yang mengayomi umat berikut :
43

 

1) Visi 

Terciptanya kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan 

dan kenegaraan yang baik, memperoleh ridha dan ampunan 

Allah SWT (baldatun thoyyibatun wa robbun ghafur) menuju 

masyarakat yang berkualitas (khoiru ummah) demi 

terwujudnya kejayaan Islam dan kaum Muslim (izul Islam wa 

muslimin) dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia 

sebagai manifestasi dari rahmat bagi seluruh alam (rrahmatan 

lil „alamin). 

 

2) Misi 

a) Menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan umat 

secara efektif dengan menjadikan ulama sebagai panutan 

(qudwah hasanah), sehingga mampu mengarahkan dan 

membina umat Islam dalam menanamkan dan memupuk 

aqidah Islam serta menjalankan Syariat Islam. 

b) Melaksanakan dakwah Islam, (amar ma‟ruf nahi mungkar) 

dalam mengembangkan akhlakul karimah agar terwujud 

masyarakat berkualitas (khairu ummah) dalam berbagai 

aspek kehidupan. 

                                                           
43

 MUI (Majelis Ulama Indonesia), Profil MUI. www.mui.or,id .Di akses 13 Maret 2013, 19.00 

WIB 
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c) Mengembangkan ukhuwah Islamiyah dan kebersamaan 

mewujudkan persatuan dan kesatuan umat Islam dalam 

wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

 

2. Peran Lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI) 

Selain menjadi lembaga swadaya masyarakat yang bertugas 

menjadi pihak yang memberikan solusi terkait permasalahan sosial 

agama, MUI mempunyai lima peranan utama yaitu :
44

 

1) Sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi (Warasatul Anbiya) 

Yaitu menyebarkan ajaran agama Islam serta memperjuangkan 

terwujudnya suatu kehidupan yang arif dan bijaksana 

berdasarkan nilai-nilai Islam. 

2) Sebagai pemberi fatwa (mufti) 

MUI berperan sebagai pemberi fatwa bagi umat Islam baik 

diminta maupun tidak. Dengan mengakomodasi dan 

menyalurkan aspirasi umat Islam Indonesia yang sangat 

beragam paham dan pemikiran serta organisasi keagamaan. 

3) Sebagai pembimbing dan pelayan umat (Ri‟ayat wa khadim al-

ummah) 

Melayani umat dan bangsa dalam memenuhi harapan, aspirasi, 

dan tuntutan mereka. Dalam kaitan berkaitan dengan adanya 

permasalahan yang terjadi baik diminta maupun tidak dan juga 

                                                           
44

 Helin Rizka Amanati, Op. Cit., hlm. 36 
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memperjuangkan aspirasi umat dan bangsa dalam hubungan 

dengan pemerintah. 

4) Sebagai pelopor gerakan pembaharuan (al Tajidid) 

MUI berperan sebagai pelopor Tajdid yaitu gerakan 

pembaharuan pemikiran Islam. 

5) Sebagai penegak amar ma‟ruf nahi munkar 

MUI berperan sebagai wahana  penegakan amar ma;ruf nahi 

munkar, dengan menegaskan kebenaran sebagi kebenaran dan 

kebatilan sebagai yang batil dengan penuh hikmah dan 

istiqomah. 

 

3. Profil Lembaga DSN (Dewan Syariah Nasional) 

Dewan Syariah Nasional adalah lembaga yang dibentuk oleh 

(MUI) yang mempunyai fungsi melaksanakan tugas-tugas MUI dalam 

menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas 

Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Salah satu tugas pokok DSN 

adalah mengkaji, menggali dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip 

hukum Islam (Syariah) dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman 

dalam kegiatan transaksi di lembaga keuangan Syariah. Melalui 

Dewan Pengawas Syariah melakukan pengawasan terhadap penerapan 

prinsip Syariah.
45

 

a. Peran DSN (Dewan Syariah Nasional) di antaranya :
46

 

1) DSN merupakan bagian dari MUI. 

                                                           
45

 Dewan Syariah Nasional, Kumpulan Fatwa DSN-MUI, Tahun 2000 
46

 A. Djazuli, Perkembangan Fatwa Ekonomi Syariah Di Indonesia, (Bandung : Pustaka Bani 

Quraisy, 2004), hlm. 12 
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2) DSN membantu pihak terkait, seperti Depkeu, BI dan 

lainnya dalam menyusun peraturan atau ketentuan Lembaga 

Keuangan Syariah. 

3) Anggota DSN terdiri dari para ulama, praktisi dan para 

pakar bidang yang terkait dengan muamalah Syariah. 

 

b. Adapun mengenai tugas wewenang DSN sebagai berikut :
47

 

1) Menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai Syariah 

dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan 

keuangan pada khususnya. 

2) Mengeluarkan fatwa mengenai jenis-jenis kegiatan 

keuangan Syariah. 

3) Mengeluarkan fatwa mengenai produk dan jasa keuangan 

Syariah. 

4) Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan. 

5) Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan Syariah 

untuk memberhentikan penyimpangan dari fatwa yang 

dikeluarkan oleh DSN. 

6) Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas 

Syariah (DPS) di masing-masing lembaga Syariah dan 

menjadi dasar tindakan hukum pihak-pihak yang terkait. 

 

 

                                                           
47
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4. Mekanisme dan Kedudukan Fatwa 

a. Pengertian Fatwa 

Pengertian fatwa secara etimologi atau tata bahasa adalah 

jawaban dari suatu kejadian atau peristiwa (memberikan jawaban 

yang tegas terhadap segala peristiwa yang terjadi di masyarakat) 

yang merupakan bentukan sebagaimana yang dikatakan oleh Imam 

Al-Zamakhsyari dalam bukunya Al-Kasysyaf fatwa berasal dari 

kata al-fataa (pemuda) dalam usianya, mendefinisikan fatwa secara 

bahasa adalah suatu jalan yang lurus (lempeng).
48

 

Fatwa secara Syara’ fatwa adalah menerangkan hukum 

Syara’ dalam suatu persoalan sebagai jawaban dari suatu 

pertanyaan, baik si penanya itu jelas identitasnya maupun tidak, 

baik perseorangan maupun kolektif sesuai dengan prosedur dan 

ketentuan yang bersumber dari Al-Qur’an dan hadist.
49

 

Definisi fatwa menurut Ensiklopedi Islam adalah pendapat 

mengenai suatu hukum dalam Islam yang merupakan tanggapan 

atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta 

fatwa dan tidak mempunyai daya ikat. Fatwa biasanya cenderung 

bersifat dinamis, karena merupakan tanggapan perkembangan baru 

yang sedang di hadapi masyarakat peminta fatwa. Isi fatwa belum 

tentu dinamis, tetapi isi kandungannya responsif. 
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b. Dasar-Dasar Prosedur Penetapan Fatwa Produk Halal 

Bagaimana prosedur dalam rangka menerbitkan regulasi fatwa 

yang bertujuan untuk menjawab masalah yang ada pada 

masyarakat tidak serta dengan gampang dibuat dan diputuskan oleh 

para anggota MUI dan cendekiawan Muslim, adanya proses yang 

perlu dilakukan dalam rangka menciptakan suatu hasil produk 

fatwa yang berkualitas. Hal ini tercantum dan tertuang dalam bab 2 

pasal 1 yang terdiri dari tiga ayat yakni :
50

 

a. Setiap keputusan fatwa harus mempunyai dasar atas 

kitabullah dan sunnah Rasul yang mu’tabarah serta 

tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat. 

b. Jika tidak terdapat dalam Al-Qur’an dan Hadist 

sebagaimana ditentukan pada pasal 2 ayat 1, keputusan 

hendaklah tidak bertentangan dengan ijma’ Qiyas yang 

mu’tabarah dan dalil-dalil hukum yang lain seperti 

ihktihsan, masalih mursalah dan metode istimbat 

lainnya. 

c. Sebelum pengambilan keputusan fatwa hendaklah 

ditinjau pendapat para imam madzhab terdahulu, baik 

yang berhubungan dengan dalil-dalil hukum. 
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c. Nilai yang Termuat dalam Fatwa 

Nilai tambah ataupun manfaat yang di hasilkan dari adanya 

bentuk produk dalam penetapan hukum yakni berupa fatwa 

memberikan manfaat bagi masyarakat khususnya umat Muslim di 

antaranya sebagai berikut :
51

 

1. Masyarakat mengetahui secara proses tentang 

permasalahan umat yang dihadapi dan penyelesaian 

fmasalah yang ideal. 

2. Masyarakat tidak bimbang dalam melaksanakan prinsip-

prinsip muamalah dan ubudiyah, setelah mengerti dan 

memahami berbagai aspek fatwa keagamaan yang telah di 

tetapkan. 

3. Masyarakat mempunyai tolak ukur yang pasti dalam 

mengamalkan syariat Islam. 

4. Masyarakat tergugah dan lebih kritis untuk melakukan 

pengkajian lebih lanjut secara mendalam berkenaan dengan 

fenomena yang terjadi di kemudian hari. 
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5. Fatwa DSN-MUI No. 75/DSN-MUI/VII/2009 Tentang Penjualan 

Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) 

a. Ketentuan Umum 

Ketentuan-ketentuan umum yang meliputi beberapa kriteria 

perusahaan menjalankan usaha penjualan langsung berjenjang 

berikut :
52

 

1) Penjualan langsung berjenjang adalah cara penjualan 

barang atau jasa melalui perusahaan yang dilakukan oleh 

perorangan atau badan usaha kepada sejumlah perorangan 

atau badan usaha lainnya secara berturut-turut. 

2) Barang adalah setiap benda berwujud, baik bergerak 

maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak 

dapat dihabiskan, yang dapat dimiliki, diperdagangkan, 

dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen. 

3) Produk jasa adalah setiap layanan yang berbentuk 

pekerjaan atau pelayanan untuk dimanfaatkan konsumen. 

4) Perusahaan adalah badan usaha yang berbentuk badan 

hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan 

barang dan atau produk jasa dengan sistem penjualan 

langsung yang terdaftar menurut peraturan undang 

undangan yang berlaku. 

5) Konsumen adalah pihak pemakai barang dan atau jasa, dan 

tidak untuk diperdagangkan. 
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6) Komisi adalah imbalan yang diberikan oleh perusahaan 

kepada mitra usaha atas penjualan yang besaran maupun 

bentuknya diperhitungkan berdasarkan prestasi nyata, yang 

terkait langsung dengan volume atau nilai hasil penjualan 

barang dan atau produk jasa. 

7) Bonus adalah tambahan yang diberikan oleh perusahaan 

kepada mitra usaha atas penjualan, karena berhasil 

melampaui target penjualan barang atau jas yang ditetapkan 

perusahaan. 

8) Ighra‟ adalah daya tarik luar biasa yang menyebabkan 

orang lalai terhadap kewajiban demi melakukan halal atau 

transaksi dalam rangka memperoleh bonus atau komisi 

yang dijanjikan. 

9) Money Game adalah kegiatan penghimpunan dana 

masyarakat atau penggandaan uang dengan praktek 

memberikan komisi dan bonus dari hasil perekrutan mitra 

usaha yang baru kemudian dan bukan hasil dari penjualan 

produk atau hasil dari penjualan produk namun produk 

tersebut hanya sebagai kamuflase atau tidak mempunyai 

mutu serta kualitas yang dapat dipertanggung jawabkan. 

10) Exessive mark-up adalah batas marjin laba yang berlebihan 

yang dikaitkan dengan hal-hal lain di luar biaya. 
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11) Member get member adalah strategi perekrutan 

keanggotaan baru yang dilakukan oleh anggota yang telah 

terdaftar sebelumnya. 

12) Mitra usaha stockist adalah pengecer atau retail yang 

menjual atau memasarkan produk-produk penjualan 

langsung. 

 

b. Ketentuan Hukum 

Praktek penjualan langsung berjenjang Syariah (PLBS) 

wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
53

 

1) Adanya obyek transaksi riil yang di perjualbelikan berupa 

produk atau jasa. 

2) Barang atau jasa yang diperdagangkan bukan sesuatu yang 

haram atau digunakan untuk sesuatu yang haram. 

3) Transaksi dalam perdagangan tersebut tidak mengandung 

unsur gharar, maysir, riba, dharar, dzulm, maksiat. 

4) Tidak ada kenaikan harga atau biaya yang berlebihan 

(execessive mark-up), sehingga merugikan konsumen. 

5) Komisi yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota 

baik besaran maupun bentuknya harus berdasarkan pada 

prestasi kerja nyata. 

6) Bonus yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota 

(mitra usaha) harus jelas jumlahnya ketika dilakukan 
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transaksi (akad) sesuai dengan target penjualan barang dan 

atau produk jasa yang ditetapkan oleh perusahaan. 

7) Pemberian komisi atau bonus oleh perusahaan kepada 

anggota (mitra usaha) tidak menimbulkan ighra‟. 

8) Tidak boleh adanya bentuk pemberian bonus dan komisi 

secara pasif yang diperoleh secara reguler tanpa melakukan 

pembinaan atau penjualan barang dan jasa. 

9) Tidak ada eksploitasi dan ketidakadilan dalam pembagian 

bonus antara anggota pertama dengan anggota berikutnya. 

10) Sistem perekrutan keanggotaan, bentuk penghargaan dan 

acara seremonial yang dilakukan tidak mengandung unsur 

yang bertentangan dengan aqidah, Syariah dan akhlak 

seperti syirik, kultus maksiat dan lain sebagainya. 

11) Setiap mitra usaha yang melakukan perekrutan keanggotaan 

berkewajiban melakukan pembinaan. 

12) Tidak melakukan kegiatan money game. 

 

c. Ketentuan Akad 

Adapun mengenai akad-akad yang digunakan dalam 

operasional praktek penjualan langsung berjenjang Syariah (PLBS) 

menurut ketentuan fatwa adalah sebagai berikut :
54

 

1) Ba‟i Murabahah 
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Di mana pada substansinya merujuk pada fatwa No. 

4/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabhah dan juga fatwa 

No. 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang diskon dalam 

murabahah.
55

 

2) Ju‟alah 

Merujuk pada substansi fatwa No. 62/DSN-

MUI/XII/2007. Akad ju‟alah adalah sebuah kontrak di 

mana pihak pertama menjanjikan kepada pihak kedua 

atas suatu tugas atau pelayanan yang dilakukan oleh 

pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama.
56

 

3) Wakalah bil Ujrah 

Merujuk pada substansi fatwa No. 52/DSN-MUI/2006 

tentang wakalah bil Ujrah adalah pemberian kuasa dari 

peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola 

dana peserta dengan memberikan ujrah (fee).
57

 

4) Ijarah  

Merujuk pada substansi fatwa No. 9/DSN-

MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah. Adalah akad 

pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui 

pembayaran sewa upah tanpa diikuti dengan 

pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.
58
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Metodologi Penelitian 

Untuk mengetahui tujuan penelitian dan guna memperoleh 

jawaban atas bagaimana praktek penerapan fatwa DSN-MUI tentang 

Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) pada MLM Syariah di 

PT.K-LINK Indonesia cabang Cirebon, dengan unsur-unsur pokok yang 

sesuai dengan rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, 

maka dalam penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif. 

Dengan menggunakan jenis penelitian lapangan (field reasearch) 

dengan metode penelitian kualitatif, maka data yang didapat lebih lengkap, 

lebih mendalam, kredibel dan bermakna sehingga tujuan penelitian dapat 

dicapai. Penggunaan metode kualitatif ini bukan karena metode ini 

tergolong metode baru, cepat serta mudah, tetapi pokok permasalahan 

yang muncul dalam penelitian ini yakni ingin mencari jawaban atas gejala 

sosial yang terjadi di mana dalam metode penelitian menggunakan 

kualitatif dapat mempermudah penelitian.
1
 

Penelitian kualitatif menurut Creswell (1998),
2
 adalah suatu proses 

penelitian ilmiah yang dimaksudkan untuk memahami masalah-masalah 

manusia dalam konteks sosial dengan menciptakan gambaran menyeluruh 

dan kompleks yang disajikan, melaporkan pandangan terperinci dari para 
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sumber informasi, serta dilakukan dalam setting yang alamiah tanpa 

adanya intervensi apa pun peneliti. 

Metode kualitatif dapat digunakan untuk mendapatkan data 

yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah 

data sebenarnya, data yang pasti merupakan suatu nilai dibalik data 

yang tampak. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif tidak 

menekankan pada generalisasi dalam penelitian kualitatif menekankan 

metode transfer ability artinya hasil penelitian tersebut dapat 

digunakan di tempat lain, manakala tempat tersebut memiliki 

karakteristik yang tidak jauh berbeda.
3
 

Penelitian kualitatif pada hakikatnya adalah mengamati orang 

dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha 

memahami bahasa dan penafsiran mereka tentang dunia sekitarnya. 

Dalam melakukan penelitian ini, penulis akan mengamati praktek 

penerapan fatwa DSN-MUI tentang Penjualan Langsung Berjenjang 

Syariah (PLBS) pada MLM Syariah PT.K-LINK Indonesia cabang 

Cirebon. 

 

B. Sumber Data 

Data adalah suatu yang diperoleh melalui suatu metode pengumpulan 

data yang nantinya akan diolah dan dianalisis dengan suatu metode 
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tertentu yang selanjutnya akan menghasilkan suatu hal yang dapat 

menggambarkan atau mengindikasikan sesuatu.
4
 

Menurut Haris Herdiansyah
5
, pada penelitian kualitatif bentuk data 

berupa kalimat atau narasi dari subjek atau responden penelitian yang 

diperoleh melalui suatu teknik pengumpulan data yang kemudian data 

tersebut akan dianalisis dan diolah dengan menggunakan teknik analisis 

data kualitatif dan akan menghasilkan suatu temuan atau hasil penelitian 

yang akan menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan.
6
 

Menurut Lofland (1984),
7
 sumber data utama dalam penelitian 

kualitatif adalah kata-kata dan tindakan. Selebihnya adalah data tambahan 

seperti dokumen catatan, teori-teori, jurnal dan lain-lain. 

Dan penulis sendiri untuk mendapatkan sumber data dari penelitian ini 

melalui : 

1. Sumber data Primer 

Adalah sumber data yang paling utama bagi sumber yang dianggap 

penting. Adapun yang dijadikan sumber data primer dalam 

penelitian ini adalah para pelaku bisnis MLM di PT. K-LINK 

Indonesia cabang Cirebon pada umumnya dan khususnya yang 

telah lama menjalankan dan berperingkat tinggi. 
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2. Sumber data Skunder 

Adalah sumber data yang diperoleh dari buku dan sumber lainnya 

yang ada hubungannya dengan tema pembahasan skripsi ini, yang 

dijadikan sebagai landasan pembentuk teori untuk lebih 

memperkuat data dalam penelitian. 

 

C. Populasi dan Sampel 

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, 

menurut Spradley
8
 dinamakan social situation atau situasi sosial yang 

terdiri atas tiga elemen yaitu : tempat (place), pelaku (actors), dan 

aktivitas (activity) yang berinteraksi secara sinergis. 

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah sampel, 

karena penelitian kualitatif berangkat dari sebuah kasus tertentu yang ada 

pada situasi sosial tertentu. Sampel pada kualitatif bukan dinamakan 

sebagai responden, tetapi sebagai nara sumber atau informan dan bukan 

juga disebut sampel statistik tetapi sampel teoritis karena tujuannya untuk 

menghasilkan teori. 

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan atau 

menetapkan social situation atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen 

yaitu :  
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Tempat (place) :stockist centre K-LINK Cirebon, sub stockist K-LINK 

Cirebon, mobile stockist K-LINK Cirebon.  

Pelaku (actors) : Para distributor (pelaku bisnis) dari berbagai peringkat 

level, khususnya yang telah lama menjalankan bisnis 

PT.K-LINK Indonesia cabang Cirebon.  

Aktivitas(activity): Aktivitas yang terkait dengan operasional dan 

pelaksanaan fatwa DSN-MUI baik dari sisi penjualan/ 

pemasaran, perekrutan dan juga pemberian bonus dan 

insentif PT.K-LINK Indonesia cabang Cirebon. 

 

D. Teknik Pengambilan Sampel 

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan teknik 

pengambilan sampel nonprobability Sampling yakni teknik pengambilan 

sampel yang tidak memberi peluang bagi setiap unsur populasi untuk 

dipilih menjadi sampel. Dengan cara atau teknik purposive sampling yakni 

teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. 

Pertimbangan tertentu misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu 

tentang apa yang kita harapkan sehingga memudahkan peneliti dalam 

menjelajahi obyek dan situasi yang diteliti.
9
 

Dalam penelitian ini penulis memilih beberapa distributor (pelaku 

bisnis MLM) yang telah lama bergabung dan menjalankan bisnis serta 

telah mempunyai banyak mitra atau jaringan bisnis downline yang banyak 
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dari beberapa tingkatan pencapaian peringkat dalam level bisnis di 

antaranya manager, emerldmanager, crownambassador. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai cara. Bila 

dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan 

sumber data primer dan sumber data skunder. Selanjutnya bila dilihat dari 

cara pengumpulan data, maka dapat dilakukan dengan cara observasi, 

wawancara, angket, dokumentasi dan gabungan kesemuanya.  

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis untuk 

penelitian ini adalah dengan cara : 

1. Teknik Wawancara 

Menurut Moleong (2005),
10

 wawancara adalah percakapan 

dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu 

pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan 

terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas apa 

pertanyaan tersebut. 

Adapun bentuk-bentuk dari teknik wawancara menurut Haris 

Hendriansyah, adalah sebagai berikut:
11

 

a. Wawancara Terstruktur 

Teknik wawancara bentuk ini sangat terkesan 

seperti interogasi karena sangat kaku dan pertukaran 

informasi antara peneliti dengan subyek diteliti sangat 
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minim. Proses wawancara harus sesuai dengan pedoman 

wawancara (guidline interview) yang telah dipersiapkan.  

Beberapa ciri dari wawancara bentuk terstruktur : 

1) Daftar pertanyaan dan kategori jawaban telah 

disiapkan. 

2) Kecepatan waktu wawancara terkendali karena 

jawaban sudah disiapkan. 

3) Tidak ada fleksibilitas baik pertanyaan maupun  

jawaban karena sudah terkonsep. 

4) Mengikuti pedoman (dalam urutan pertanyaan, 

penggunaan kata tidak ada improvisasi). 

5) Tujuan wawancara untuk mendapatkan 

penjelasan tentang suatu fenomena. 

b. Wawancara Semi Terstruktur 

Berbeda dengan wawancara terstruktur, wawancara 

semi tersetruktur lebih tepat jika dilakukan pada penelitian 

kualitatif. 

Beberapa ciri dari wawancara semi terstruktur : 

1) Pertanyaan terbuka namun ada batasan tema dan 

alur pembicaraan. 

2) Kecepatan wawancara dapat diprediksi. 

3) Fleksibel tetapi terkontrol (dalam hal pertanyaan 

atau jawaban) 
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4) Ada pedoman wawancara yang dijadikan patokan 

alur, urutan dan penggunaan kata. 

5) Tujuan wawancara adalah untuk memahami suatu 

fenomena.   

c. Wawancara tidak Terstruktur 

Hampir mirip dengan wawancara semi terstruktur 

adapun Beberapa ciri dari wawancara tidak terstruktur : 

1) Pertanyaan sangat terbuka, jawaban lebih luas dan 

bervariasi. 

2) Kecepatan wawancara sulit diprediksi. 

3) Sangat fleksibel (dalam hal pertanyaan atau 

jawaban). 

4) Pedoman wawancara sangat longgar. 

5) Untuk memahami suatu fenomena, dalam hal tujuan 

ada kesamaan dengan wawancara semi terstruktur. 

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan 

teknik wawancara semi terstruktur, karena lebih representatif 

dan cocok dengan objek penelitian yang berupa lembaga bisnis 

Syariah dengan tujuan untuk mendapatkan jawaban dan 

informasi secara jelas dan tetap berpacu pada tema dan alur 

yang menjadi pokok penelitian.  

 

2. Teknik Observasi 
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Menurut Sutrisno Hadi (1986),
12

 observasi merupakan 

suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari 

berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antaranya yang 

terpenting adalah pengamatan dan ingatan.  

Dari segi proses pengumpulan data, observasi dapat dibedakan 

sebagai berikut :
13

 

a. Participant Observation 

Dalam observasi ini peneliti terlibat dengan kegiatan 

sehari-hari obyek atau subyek yang di teliti atau diamati 

sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan 

pengamatan peneliti ikut melakukan apa yang 

dikerjakan oleh sumber data. 

b. Nonparticipant Observation 

Dalam observasi ini peneliti tidak terlibat dengan 

kegiatan sumber data. Peneliti hanya sebagai pengamat 

independen. Peneliti mencatat, menganalisis dan 

selanjutnya dapat membuat kesimpulan tentang sumber 

data. 

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan 

teknik observasi ini penulis menggunakan teknik observasi 

nonparticipant observationkarena lebih cocok dengan objek 

penelitian yang berupa lembaga bisnis Syariah dengan tujuan 

untuk mendapatkan dan informasi secara visual. 
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3. Studi dokumentasi  

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlaku. 

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 

monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan 

pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara 

dalam penelitian kualitatif.
14

 

Menurut Haris Herdiansyah,
15

 dokumen resmi dapat dibagi 

menjadi dua yaitu dokumen internal dan dokumen eksternal. 

Dokumen internal dapat berupa catatan, memo, pengumuman, 

instruksi suatu lembaga, sistem yang berlaku, hasil rapat dan 

lain sebagainya. 

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan 

teknik dokumentasi resmi yang berupa buku panduan kerja atau 

stater kit K-LINK yang di dalamnya memuat buku panduan 

kerja, katalog, marketing plan, dan segala yang berkenaan 

dengan mekanisme dan operasional MLM PT.K-LINK 

Indonesia cabang Cirebon, karena sesuai dan dipandang 

mampu memberikan gambaran mengenai aktivitas, keterlibatan 

individu pada suatu lembaga atua komunitas dalam setting 

sosial. 

 

 

 

                                                           
14

 Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatifdan R&D, (Bandung : Alfabeta, 2009), 

hlm. 240 
15

Haris Hendriansyah, Lok, Cit., hlm. 145 
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F. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian menurut Suharismi Arikunto (2006), adalah 

alat atau fasilitas yang digunakan dalam mengumpulkan data agar 

pekerjaan atau penelitian lebih mudah dan hasilnya lebih baik sehingga 

lebih mudah diolah.
16

 

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen penelitian atau 

alat peneliti adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai 

instrumen juga harus divalidasi seberapa jauh penelitian kualitatif siap 

melakukan penelitian selanjutnya terjun ke lapangan.
17

Sebagai instrumen 

penelitian tidak semua orang mampu menjadi peneliti yang baik. Dalam 

penelitian kualitatif diperlukan beberapa hal yang sangat penting dimiliki 

seorang peneliti sebelum, ketika, dan setelah melakukan penelitian.  

Menurut Koentjoro (2004), dalam penelitian kualitatif ada tujuh 

syarat untuk menjadi peneliti yang baik berfungsi sebagai instrumen dalam 

penelitian kualitatif adalah sebagai berikut :
18

 

1. Brain, kemampuan penalaran yang memadai, kreativitas yang 

mumpuni, logika, kemampuan menganalisa dan sintesis yang 

matang. 

2. Ability, teknik meneliti yang didasari oleh pemahaman 

metodologi yang memadai. 

3. Bravery, atau keberanian, baik keberanian memasuki kancah 

riset maupun berani menanggung segala risiko yang mungkin 

terjadi. 

                                                           
16

Suharismi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta : Rineka Cipta, 2006), hlm. 160 
17

Riduwan, Belajar Mudah Penelitian,(Bandung : Alfabeta, 2009), hlm. 77 
18

Haris Hendriansyah, Lok, Cit, hlm. 25 
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4. Honesty, bagi seorang peneliti, kejujuran ilmiah hukumnya 

wajib. Walaupun hasil penelitian tidak sesuai, tidak cukup 

berlaku di masyarakat hal tersebut harus dijelaskan apa adanya 

dan jujur secara ilmiah keilmuan. 

5. Ethics, menjunjung tinggi kode etik agar tidak salah melangkah 

dalam melakukan riset dan melaporkan hasilnya pada 

masyarakat. 

6. Relationship, membina hubungan adalah syarat penting bagi 

seorang peneliti baik terhadap sumber data ataupun objek 

beserta orang-orang yang diteliti baik sebelum maupun setelah 

melakukan penelitian. 

7. Tidak Hedonis, artinya tidak melakukan riset hanya untuk 

kepentingan si peneliti semata, untuk tercapai tujuan semata. 

 

G. Teknik Analisis Data 

Seperti yang telah diuraikan di atas bahwa data pada penelitian 

kualitatif umumnya berbentuk uraian, narasi atau pernyataan yang 

diperoleh dari subyek penelitian, baik secara langsung maupun tidak 

langsung. Agar data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara 

ilmiah, data tersebut harus melalui suatu proses analisis data yang sesuai 

dengan prosedur metodologi yang telah ditetapkan.
19

 

                                                           
19

Ibid., hlm. 158 
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Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data 

model interaktif, menurut Miles dan Huberman (1986), model interaktif 

ini terdiri atas empat tahapan yakni :
20

 

1. Pengumpulan Data 

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa pada penelitian 

kualitatif proses pengumpulan data dilakukan sebelum 

penelitian, pada saat penelitian dan bahkan di akhir penelitian. 

Pada awal penelitian, umumnya peneliti melakukan studi pre-

eliminary diantarnya; wawancara, observasi, dokumen dan lain 

sebagainya yang berfungsi untuk verifikasi dan pembuktian 

awal bahwa fenomena yang diteliti benar-benar ada. 

2. Reduksi Data 

Inti dari reduksi data adalah proses penggabungan dan 

penyeragaman segala bentuk data yang diperoleh menjadi satu 

bentuk tulisan (script) yang akan dianalisis. Baik dari hasil 

wawancara, observasi, dokumentasi maupun FGD. 

3. Display Data 

Setelah data telah diformat berdasarkan instrumen 

pengumpulan dan telah berbentuk (script), langkah selanjutnya 

display data adalah mengolah data setengah jadi yang sudah 

seragam dalam bentuk tulisan dan sudah memiliki alur tema 

yang jelas ke dalam suatu matriks kategorisasi sesuai dengan 

tema-tema yang sudah dikelompokkan. 

                                                           
20

Ibid., hlm. 164 
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4. Kesimpulan (verifikasi) 

Merupakan tahap terakhir dalam rangkaian analisis data 

kualitatif menurut model interaktif yang dikemukakan oleh 

Miles dan Huberman. Di mana kesimpulannya menjurus 

kepada jawaban dari pertanyaan peneliti yang diajukan 

sebelumnya dan mengungkap “what” dan “how” dari temuan 

penelitian tersebut. 

 

 

H. Validitas dan Reabilitas Data 

Validitas penelitian kualitatif berbeda dengan konsep yang ada 

pada penelitian kuantitatif, dalam penelitian kualitatif suatu temuan hasil 

atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang 

dilaporkan dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang 

diteliti.
21

 

Reabilitas dalam penelitian kualitatif sangat berbeda dengan 

reabilitas dalam penelitian kuantitatif. Hal ini dikarenakan perbedaan 

paradigma dalam melihat realitas, di mana dalam kualitatif realitas itu 

bersifat dinamis atau selalu berubah, sehingga tidak konsisten. Selain itu 

cara melaporkan penelitian bersifat ideosyneratic dan individualistis, 

selalu berbeda dengan penelitian orang lain. Karena tiap peneliti 

memberikan laporan menurut bahasa dan jalan pikiran sendiri.
22

 

                                                           
21

Sugiyono,Op. Cit., hlm. 268 
22

Ibid., hlm. 269 
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Beberapa uji keabsahan data menurut Sugiyono (2009)
23

 yang 

penulis gunakan dalam melakukan penelitian ini di antaranya sebagai 

berikut : 

1. Uji Kredibilitas (credibility) 

Uji kredibilitas data atau kepercayaan data hasil penelitian 

kualitatif dapat dilakukan dengan beberapa cara yakni : 

a. Perpanjangan Pengamatan 

Berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan 

pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data untuk 

kemudian dilakukan cek data. 

b. Meningkatkan Ketekunan  

Yakni dengan melakukan pengamatan secara lebih cermat 

dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka 

kepastian data dan urutan peristiwa akan direkam secara 

pasti dan sistematis. 

c. Triangulasi 

Dalam pengujian kredibilitas triangulasi diartikan sebagai 

pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara 

dan berbagai waktu. 

d. Analisis Kasus Negatif 

Peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan 

bertentangan dengan data yang yelah ditemukan. Bila tidak 

                                                           
23

Ibid., hlm. 270-276 
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ada data yang berbeda lagi yang ditemukan berarti data 

yang ditemukan sudah dapat dipercaya. 

e. Menggunakan Bahan Referensi 

Yakni menggunakan data pendukung untuk membuktikan 

data yang telah ditemukan oleh peneliti. Seperti hasil 

wawancara perlu adanya rekaman suara, gambar berupa 

foto. 

f. Mengadakan Memberchek 

Memberchek adalah proses pengecekan data yang diperoleh 

peneliti kepada pemberi data. Tujuannya untuk mengetahui 

seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang 

diberikan oleh pemberi data. 
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BAB IV 

ANALIS PELAKSANAAN FATWA DSN-MUI TENTANG PLBS DI MLM 

SYARIAH PT. K-LINK INDONESIA CABANG CIREBON 

A. Gambaran Umum PT. K-LINK Indonesia  

1. Sejarah Berdirinya PT. K-LINK Indonesia 

Kehadiran K-LINK Indonesia dalam 11 tahun belakangan ini telah 

membawa banyak dampak positif bagi ratusan ribu member di seluruh 

nusantara. K-LINK didirikan di saat-saat bersejarah pada transisi 

antara era lama ke era baru. Dengan membawa misi pengetahuan, 

kasih sayang dan berperikemanusiaan dari abad yang lalu. K-LINK 

bertujuan memimpin para usahawan untuk menerobos serta 

mengembangkan pengetahuan ekonomi dari gabungan kedua abad 

sebelumnya serta melahirkan pemimpin yang sukses dalam bisnis dan 

juga membimbing usahawan lainnya menjadi usaha MLM yang 

beretika dan memiliki kehidupan yang gemilang.
1
 

Melalui produk yang berkualitas dan inovatif, skema pemasaran 

yang dinamis serta program latihan yang diterapkan melalui satu 

sistem. K-System membawa setiap usahawan K-LINK menelusuri jalur 

pendidikan yang profesional yang menjanjikan karier yang cerah untuk 

mengangkat martabat bangsa Indonesia di mata dunia MLM. Ini semua 

akan terealisasi melalui 1 visi, 1 misi dan 1 sistem. Satu visi untuk 

menjadi yang terbaik di pentas dunia , satu misi yaitu melahirkan 

usahawan MLM yang berdisiplin, berilmu, berdedikasi serta peduli 

                                                           
1
M. Radzi Bin Saleh, Stater Kit K-LINK, BAB I, hal. 3  
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kepada yang lain dan satu support sistem yang teratur, mudah 

diduplikasi serta menyatukan setiap usahawan K-LINK walau berbeda 

negara. K-LINK akan menjadi sebuah institusi yang akan melahirkan 

lebih banyak orang yang berhasil dengan kehidupan yang lebih sehat 

dan bahagia. 

 

2. Prinsip dan Falsafah PT. K-LINK Indonesia 

Prinsip dan falsafah K-LINK adalah mewariskan rasa kasih sayang 

dan kemanusiaan dari abad yang telah lalu. Kemanusiaan dan 

teknologi maju dari dua abad tersebut akan bersatu dan menghasilkan 

manfaat-manfaat yang luar biasa, di mana K-LINK memimpin para 

usahawan dapat membangun perekonomian pada abad ke-21 ini. Ini 

akan membantu membangun usaha antara bangsa yang kokoh serta 

membangun perniagaan di seluruh dunia. 

Pertimbangan K-LINK dalam membina bisnis global adalah jelas 

yaitu member arahan dan dukungan penuh kepada para usahawan 

untuk mengembangkan K-LINK ke pasar internasional. Selain 

memberikan kesadaran tentang pentingnya arti kesehatan. K-LINK 

juga berharap dapat memainkan peranan penting dalam bisnis 

penjualan langsung secara global untuk memenuhi wawasan menjadi 

perusahaan penjualan langsung yang bertaraf internasional. Maka perlu 

menanamkan semangat murah hati, keberanian, ketekunan dan 

perencanaan yang baik.
2
 

                                                           
2
 Khor Kah Keng, Stater Kit K-LINK, BAB I, hal. 1 
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Sebagai perusahaan penjual langsung yang bersemangat kuat, 

unggul dan berstrategi, K-LINK juga dilengkapi dengan wawasan 

yang luas dan manajemen yang berkonsepkan profesionalisme. 

Manajemen dan para usahawan bergandeng tangan dalam mencapai 

budaya 3 yaitu inisiatif, informatif dan inovatif. Bersama itu, K-LINK 

juga memenuhi 5 prinsip yaitu misi, wawasan, penghargaan, 

pengakuan dan keanggotaan untuk membina keluarga dari seluruh 

pelosok dunia.
3
 

Berikut adalah Falsafah PT. K-LINK Indonesia :
4
 

a. Memberikan sumbangsih kepada masyarakat dan Negara. 

b. Mengutamakan para pengguna. Semua rencana dan 

kebijakan adalah demi kebaikan semua pihak. 

c. Mempererat hubungan di kalangan rekan usaha, pelanggan, 

usahawan adalah asa dalam menjalankan usaha panjang. 

d. Kami yakin bahwa memasarkan produk yang berkualitas 

tinggi adalah faktor penggerak utama. 

e. Kesuksesan melalui semangat persatuan. 

f. Berilmu adalah asas dalam meraih kesuksesan. 

g. Strategi win-win Solutions adalah tujuan operasi kita. 

 

 

 

                                                           
3
 Ami Sholihati, Tinjauan Hukum Islam tentang Passive Income pada Multi Level Marketing 

Syariah di PT. K-LINK Indonesia, (Semarang : IAIN Walisongo, 2012), hal. 37-38 
4
Buku Stater Kit K-LINK, Op, Cit., BAB I, hal. 9 
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3. Visi dan Misi PT. K-LINK Indonesia 

Adapun tentang visi dan misi PT. K-LINK Indonesia adalah 

sebagai berikut :
5
 

a. Visi 

Melangkah bersama dengan kerjasama dan peluang global, kita 

akan meraih masa depan yang cerah dan menikmati gaya hidup 

sehat bersama K-LINK. 

b. Misi 

Mewujudkan jaringan usaha di tingkat internasional memenuhi 

komitmen serta bertanggung jawab terhadap pengguna, usahawan, 

karyawan, pemegang sahan dan rekan usaha dalam menjalankan 

kewajiban dan tanggung jawab kepada masyarakat dan Negara. 

 

4. Struktur Organisasi PT. K-LINK Indonesia 

Gambar 4.1 

Struktur Organisasi PT. K-LINK Indonesia 

 

  

 

 

 

Sumber : www.k-link.co.id, data yang diolah. 

 

 

                                                           
5
Ibid., hal. 7 
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Direktur Presiden K-LINK Indonesia : Dr. H. M. Radzi Bin Saleh 

Group Managing Directur    : Dr. Darren Goh 

Group Executive Directur   : Lawrence Yap 

Group Finance Directur   : Khor Kah Keng 

Group General Directur  : Dr. H. M. Radzi Bin Saleh 

 

B. Praktek Pelaksanaan Sistem MLM Syariah di PT. K-LINK Indonesia 

Cabang Cirebon 

1. Sistem Penjualan Produk dan Perekrutan Anggota 

a. Sistem Penjualan Produk 

Dalam menjual produk perusahaan member memasarkan 

dan menawarkan langsung kepada konsumen dan bukan dengan 

cara menitipkan di tempat umum, misalnya dititipkan di toko, 

warung, swalayan, apotek atau tempat lainnya dan barang atau 

produk tidak perlu inden karena telah tersebar di beberapa stockist. 

Produk hanya boleh dijual melalui member kepada member atau 

member kepada konsumen non member. Penjualan produk antara 

member dan non member dengan menggunakan standar harga yang 

telah ditentukan oleh perusahaan di mana memiliki selisih harga 

yang merupakan keuntungan langsung dari penjualan oleh seorang 

distributor.
6
 

                                                           
6
Wawancara dengan Tetep Kamaludin, Distributor K-LINK peringkat Emerald Maneger, 12 April 

2013 
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Berikut adalah macam dan jenis produk yang dipasarkan 

oleh distributor PT. K-LINK Indonesia di antaranya berikut :
7
 

Tabel 2.3 

Produk-Produk Penjualan PT. K-LINK Indonesia 

No. Jenis produk Nama produk 

1. Makanan Kesehatan  Gamat Extract Emulion 

 K-Omega Squa 

 Organic K-Biogreen 

 K-Ayuverda 

 K-Link Young 

2. Minuman Kesehatan  UIE Liquid Chlorophyl 

 K-Link Liquid Organic  

 K-Link Teh Rooibos SOD  

 K-Link Seaweed Calcium 

 Coffee 5in1 

3. Perawatan Kesehatan  K-Link Kino 

 K-Aura Beads 

 K-Energy Black Jade 

 K-Magnetic Bracelent 

 VK-eMattress 

 Slimming Body 

                                                           
7
 Dokumentasi, Produk Catalog K-LINK Edisi Juli-Desember 2012 
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4. Perawatan Kecantikan  Citrabeaucare Day Cream 

 Citrabeaucare Hair Tonic 

 Citrabeaucare Facial Foam 

5. Perawatan Pribadi  K-Chlorophyl Care 

 Transparant Soap 

 All White Tooth Paste  

 K-Link Puyikang 

6. Produk Lainnya  K-Link Elegance Tudung 

 K-energi Socks 

 K-Sophie 

 K-Fuel Saver 

 K-BioBosst 

Sumber : Dokumentasi, Produk Catalog K-LINK Edisi Juli-Desember 2012 

b. Perekrutan Anggota (Mitra Usaha) 

Untuk merekrut anggota baru ini dapat melalui berbagai 

cara, yaitu dengan mengajak secara langsung atau dapat melalui 

pengadaan home meeting yang sebelumnya telah membuat daftar 

prospek yang diikuti dengan sebuah presentasi tentang produk dan 

konsep bisnis kepada para konsumen juga bisa melalui blog dan 

informasi lainnya.
8
 Tidak melakukan perekrutan secara paksa dan 

tidak sesuai kenyataan. Juga tetap mengacu kepada dengan 

                                                           
8
 Op. Cit.,Wawancara dengan Tetep Kamaludin 
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ketentuan mitra baru yang tercantum dalam stater kit seperti adalah 

warga negara Indonesia dan telah berumur minimal 18 tahun.
9
 

 

2. Sistem Pembagian Bonus 

Rancangan pemasaran PT. K-LINK memberikan beberapa 

penawaran yang menguntungkan seperti bonus dua kali lipat yang 

istimewa kepada para distributor terutama kepada mereka yang kreatif 

dan bekerja keras dan semangat untuk sukses secara berkelompok.
10

 

 Berikut adalah rancangan pemasaran PT. K-LINK dalam 11 

insentif istimewa :
11

 

a. Keuntungan langsung +20% 

Artinya pendapatan keuntungan seorang distributor pribadi 

dalam penjualan langsung berupa produk-produk K-LINK 

kepada konsumen adalah kurang lebih sebesar 20%. Berikut 

rumusan perhitungan keuntungan langsung pribadi :
12

 

Harga Konsumen – Harga Distributor = Keuntungan Langsung 

Rp. 120.000 – Rp. 100.000 = Rp. 20.000 

Sehingga didapati keuntungan ;  

Rp. 120.000 

Rp.   20.000  x 100% = 20% 

Rp. 100.000  

 

                                                           
9
 Dokumentasi, Stater Kit K-LINK, Kode Etik dan Peraturan, BAB 8, hlm. 4 

10
Ibid.,Rancangan Pemasaran K-LINK. BAB 6, hlm. 6-16 

11
 Ami Sholihati, Op. Cit., hlm. 39-54 

12
Wawancara dengan Maman Adiwijaya, Distributor K-LINK peringkat Crown Ambassador, 6 

Februari  2013 



84 
 

b. Bonus perkembangan   

K-LINK akan memberikan sebanyak 3 - 18% keuntungan 

yang diperoleh dari kepemimpinan daripada keseluruhan 

Business Value (BV) sebagai bonus perkembangan untuk 

dibagikan kepada para usahawan yang layak dari berbagai 

peringkat. Untuk mendapatkan pembagian bonus 

perkembangan. Seorang usahawan harus melakukan pembelian 

penjualan bulanan sebagai berikut : 

1) Member hingga manager (3% - 15%) perlu melakukan 

pembelian atau penjualan bulanan secara minimum 

sebanyak 100BV (nilai produk-produk). 

2) Saphire manager  hingga Crown Manager perlu 

melakukan pembelian atau penjualan bulanan bernilai 

sebanyak 200BV. 

c. Bonus Kepemimpinan 

K-LINK memberikan bonus kepemimpinan sebesar 30% 

kepada para mitra usaha dengan sistem secara adil. 

Keseluruhan jumlah akan dibagikan kepada Saphire Manager 

dan ke atas. Perhitungan bonus berdasarkan sistem poin agar 

pembayaran penuh bisa dilakukan kepada para manager yang 

layak. 

Oleh karena jumlah BV K-LINK dan angka bagi jumlah 

poin yang layak tidak bisa ada persamaan dan BV bonus 

kepemimpinan juga tidak bisa ada persamaan. 
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Berikut contoh perhitungan dalam bonus kepemimpinan; 

 

 

 Jumlah BV K-LINK x 30% 

(Bonus Kepemimpinan Tetap)=  Nilai Poin Bonus  

Jumlah Poin Pemimpin yang Layak 

 

Jumlah Nilai Bisnis Perusahaan : 5.000.000 BV 

Jumlah Keseluruhan Pemimpin yang Layak : 2.500.000 

 

Nilai Poin Pemimpin = 5.000.000 x 30% = 0,60 (PV 0, 60) 

                                      2.500.000  

 

 

d. Dana S.R.E.D (Saphire Manager ke Diamond Manager) 3% 

K-LINK memberikan dana sebesar 3% dari jumlah BV 

untuk dana S.R.E.D. dana ini diberikan kepada peringkat 

Saphire Manager ke atas untuk mendorong agar mereka lebih 

mengembangkan jaringan bisnis mereka karena telah 

menunjukkan usaha dan kerja keras membangun jaringan 

bisnis mereka. 

e. Dana Crown Manager 1% 

K-LINK membagikan sebanyak 1% jumlah BV untuk dana 

tersebut untuk usahawan Crown Manager. Dana ini 

menunjukkan penghargaan untuk pencapaian tinggi Crown 

Manager. Dana ini juga diberikan atas sistem poin pemimpin.  

f. Dana Crown Ambassador 2% 

K-LINK membagikan sebanyak 2% dari jumlah BV untuk 

dana ini. Dana ini dibagikan berdasarkan atas sistem poin 

pemimpin. Diberikan kepada para Crown Ambassador, Senior 
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Ambassador dan Royal Crown Ambassador sebagai 

penghargaan untuk pencapaian prestasi kerja yang tinggi.  

 

g. Dana Senior Crown Ambassador 1% 

K-LINK membagikan sebanyak 1% dari jumlah BV untuk 

dana ini. Perhitungan dana ini adalah berdasarkan ke atas 

sistem poin pemimpin. Dana ini dibagikan di antara Senior 

Crown Ambassador dan Royal Crown Ambassador sebagai 

penghargaan atas pencapaian luar biasa mereka. 

h. Dana Royal Crown Ambassador 1% 

K-LINK membagikan sebanyak 1% dari jumlah BV untuk 

dana ini. Pembagian dana ini berdasarkan atas sistem poin 

pemimpin. Dibagikan di antara para Royal Crown Ambassador 

sebagai penghargaan atas pencapaian mereka. 

i. Dana Mobil atau Rumah 3% 

Untuk peringkat Manager hinggaRoyal Crown Ambassador 

K-LINK memberikan dana Mobil atau Rumah 3% dari 

jumlah BV bulanan untuk dana mobil atau rumah. Dana ini 

dibagikan secara adil kepada mitra yang berperingkat Diamond 

Manager sampai Royal Crown Ambassador dengan mengambil 

dan menggunakan sistem poin pemimpin. 

j. Bonus Akhir Tahun 3% 

Untuk peringkat Emerald Manager hingga Crown Ambassador 
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K-LINK memberikan dana sebanyak 3% dari jumlah BV 

untuk bonus akhir tahun. Ini merupakan bonus istimewa khusus 

untuk Emerald Manager ke atas. Pembayaran bonus 

berdasarkan kepada sistem poin pemimpin. Perhitungan bonus 

adalah berdasarkan setiap bulan, berawal dari bulan Januari 

sampai Desember dalam tahun yang sama. 

k. Insentif Ke Luar Negeri 2% 

Untuk peringkat Saphier Manager hingga Royal Crown 

Ambassador untuk menikmati perjalanan ke luar negeri yang 

dibayarkan oleh perusahaan pada tahun pencapaian. 

 

3. Garis-garis Besar Pedoman Usaha (GBPU) 

Dalam menjalankan visi dan misi perusahaan PT. K-LINK 

Indonesia dibangun dengan sebuah sistem yang dikenal dengan K-

System, guna menjawab kebutuhan para distributor dalam memberikan 

arah, ukuran, menciptakan kebiasaan dan lingkungan kerja yang 

membantu dalam menemukan dan melatih jaringan usaha yang 

handal.
13

 

Dengan media berupa rangkaian seminar dan pelatihan, beberapa 

tahapan dan tingkatan seminar dan pelatihan yang ada pada PT. K-

LINK Indonesia sebagai berikut :
14

 

 

                                                           
13

 Djoko H. Komara, Foundation Pack (buku kerja), (PT. K-SYSTEM Indonesia, cet. 6, 2012), 

hlm. 5  
14

 Ibid., hlm. 7-10 
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Tabel 2.3 

Program Seminar dan Pelatihan PT. K-LINK Indonesia 

No. Program Modul Pelatihan 

1. Profesional 1  BOP (Business Opportunity 

Presentation) 

 G-BOP (Grand Business 

Opportunity Presentation) 

2. Profesional 2  NEO (New Enterpreuner 

Orientation) 

 KMP (K-LINK Marketing Plan) 

 TTP (Training The Presenter) 

 PSM (Partner Sejati Meeting) 

 BOB (Best Of The Best) 

3. Profesional 3  RTE (Road To Emerald) 

4. Profesional 4  TTT (Train The Trainer) 

5. Profesional 5  RTCA (Road To Crown 

Ambasador) 

6. Khusus  Modul Pertemuan 

 LCG (Leaders Club 

Gathering) 

 Modul Pertemuan 

 CAD (Crown 

Ambassadoe Day) 
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 RD (Recognition Nite) 

 Anniversary 

 Production Talk 

 OYS (Open Years 

Seminar) 

Sumber : Foundation Pack (buku kerja) PT. K-SYSTEM Indonesia. 

 

a. Langkah Awal Menjalankan Bisnis MLM PT. K-LINK  

K-LINK menghadirkan beberapa langkah yang hendaknya 

dapat serta mampu dilaksanakan oleh setiap mitra usaha atau 

distributor yang ingin sukses dan berhasil menekuni bisnis MLM 

ini, langkah-langkahnya di antaranya sebagai berikut :
15

 

1) Membaca dan memahami kandungan Stater Kit 

Stater Kit adalah merupakan suatu pedoman dalam 

bentuk buku yang digunakan oleh PT. K-LINK oleh setiap 

mitra usaha atau distributornya guna sebagai alat bantu 

dalam menjalankan bisnis MLM di PT. K-LINK. Adapun 

di antaranya isi dari Stater Kit adalah ; Latar Belakang 

Perusahaan, Pengetahuan Produk, Rancangan Pemasaran, 

Peraturan Perusahaan. Kode Etik dalam Bisnis. 

 

 

 

                                                           
15

 Dokumentasi, Stater Kit K-LINK, Op., Cit., BAB. 9 hlm. 4-6  
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2) Penggunaan Produk 

a) Menggunakan produk-produk untuk mengetahui khasiat 

dan kelebihan serta manfaat dari produk yang nantinya 

akan kita pasarkan. 

b) Menggunakan produk bukan saja dapat meningkatkan 

kesehatan, juga bisa berbagi pengalaman dengan rekan 

dan selanjutnya dapat meyakinkan konsumen agar 

menggunakan produk tersebut. 

3) Membeli Produk 

a) Anda harus mempunyai stok produk, supaya mudah 

berbisnis dan ini penting untuk mencitrakan perusahaan 

yang benar-benar merupakan implementasi penjualan 

langsung. 

b) Dapat bantuan dari sponsor untuk memulai pembelian 

stok produk. 

4) Mendapatkan Bahan Rujukan Membantu Penjualan 

Untuk kesuksesan yang berkelanjutan, anda harus 

menyediakan bahan-bahan tambahan yang mendukung 

pengetahuan dan pengalaman tentang bisnis ini seperti 

rekaman, buku-buku, kaset, video, mengenai produk, buku 

panduan produk, sistem latihan produk yang tersedia. 

5) Menghadiri Pertemuan 

a) Menghadiri Training pengetahuan produk dan sistem 

latihan. 
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b) Mendorong rekan-rekan dan downline menghadiri 

pertemuan. 

6) Membuat Daftar Prospek 

a) Semua orang adalah prospek konsumen anda. 

b) Daftar prospek seperti pengangguran, orang tidak puas 

hati dengan pekerjaan sekarang, orang yang mengalami 

masalah ekonomi, orang yang berpengalaman dalam 

penjualan langsung. 

c) Buat sedikitnya 100 daftar nama prospek dan simpan di 

tempat yang mudah dilihat. 

d) Daftar disusun dimulai dengan orang yang paling dekat 

dengan anda. 

e) Jangan abaikan prospek yang telah dibuat. 

f) Cari sebanyak-banyaknya rekan baru dan catat dalam 

daftar prospek anda. 

7) Undangan  

a) Dahulukan kawan terdekat. 

b) Mengundang mereka ke pertemuan untuk meyakinkan 

mereka. 

c) Undanglah secara pribadi. 

d) Jelaskan latar belakang prospek anda kepada upline 

sebelum mengundangnya. 

e) Berkonsultasi dengan upline tentang teknik membuat 

undangan. 
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8) Melakukan Follow-Up 

a) Memberikan dorongan untuk meyakinkan mereka 

tentang bisnis penjualan langsung. 

b) Anda harus membuat follow-up dengan bertemu secara 

pribadi. 

c) Sediakan bahan-bahan rujukan seperti buku-buku, 

video, dan lain-lain. 

d) Berprilaku baik dan bersikap baik serta positif untuk 

mendorong prospek suatu keputusan yang tepat. 

 

b. Kode Etik Distributor K-LINK 

Dalam rangka menciptakan iklim usaha yang sehat dan 

kondusif serta menjaga hak-hak dan kepentingan para distributor 

dalam menjalankan bisnis Multi Level Marketing K-LINK sesuai 

peraturan pemerintah No.32/M-DAG/PER/8/2008 tentang 

penyelenggaraan kegiatan usaha perdagangan dengan sistem 

penjualan langsung berjenjang, maka perusahaan perlu membuat 

suatu ketentuan kode etik yang wajib diikuti oleh seluruh 

distributor K-LINK. 

 Adapun beberapa kode etik yang ada pada PT. K-LINK 

Indonesia di antaranya sebagai berikut :
16

 

 

 

                                                           
16

Ibid., BAB 9. hlm. 3-4 
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a. Ketentuan Umum 

1) Perusahaan PT. K-LINK Indonesia bergerak dalam 

usaha perdagangan dengan sistem multi level marketing 

(MLM). 

2) Distributor merupakan kegiatan usaha mandiri dan 

bukan merupakan bagian dari struktur organisasi 

perusahaan. 

3) Distributor dapat berbentuk perorangan atau badan 

usaha yang pengurusnya telah terdaftar sebagai anggota 

jaringan pemasaran MLM PT. K-LINK Indonesia dan 

telah mendapat nomor keanggotaan. 

4) Peringkat adalah jenjang tingkatan distributor yang 

dapat dicapai berdasarkan kriteria tertentu. 

5) Barang adalah benda bergerak yang dapat 

diperjualbelikan yang dikeluarkan oleh PT. K-LINK 

Indonesia untuk dijual dan dipasarkan oleh distributor. 

6) Keuntungan langsung adalah selisih antara harga 

distributor dengan harga konsumen yang menjadi hak 

distributor. 

7) Bonus adalah tambahan imbalan yang diberikan oleh 

perusahaan kepada distributor berdasarkan perhitungan 

tertentu dari jumlah dan  nilai penjualan distributor. 
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8) BV adalah Business Value atau nilai bisnis yang 

diberikan oleh perusahaan kepada setiap barang yang 

dipasarkan. 

b. Persyaratan Distributor dan Keanggotaan
17

 

1) Persyaratan Menjadi Distributor 

a) Warga negara Indonesia yang telah berusia 18 tahun 

atau lebih. 

b) Mempunyai sponsor yang telah terdaftar menjadi 

anggota K-LINK. 

c) Mengisi formulir pendaftaran dengan benar. 

d) Melampirkan fotokopi KTP. 

e) Membayar biaya pendaftaran. 

f) Bukan karyawan perusahaan K-LINK. 

 

2) Ketentuan Keanggotaan 

a) Setiap distributor hanya diperbolehkan mempunyai 

1 (satu) nomor keanggotaan (hanya dan boleh sekali 

mendaftar saja). 

b) Hak keanggotaan milik distributor bersangkutan dan 

tidak bisa digunakan oleh orang lain kecuali suami 

istri yang bersangkutan. 

c) Seorang distributor yang tidak mapu melakukan 

kegiatan pemasaran karena usia lanjut dapat 

                                                           
17

Ibid., BAB 9. hlm. 5-6 
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mengalihkan keanggotaannya kepada anggota 

keluarga yang lain. 

d) Keanggotaan sebagai distributor beraku seumur 

hidup selama bersangkutan dapat memenuhi jumlah 

BV minimal yang ditentukan perusahaan dalam satu 

tahun. 

e) Seorang distributor bertanggung jawab penuh atas 

segala keputusan bisnis yang diambilnya serta 

segala bentuk pengeluaran yang telah dilakukannya. 

f) Distributor dapat mengembangkan wilayah 

jaringannya di wilayah negara lain atas persetujuan 

perusahaan. 

g) Distributor tidak dibenarkan menggunakan nama 

orang lain ataupun nama fiktif untuk pendaftaran 

keanggotaan. 

 

3) Hak dan kewajiban distributor  

a) Hak distributor 

Selama menjadi distributor seorang berhak untuk : 

i. Mensponsori, memprospek calon anggota di 

seluruh Indonesia tanpa dibatasi jumlah dan 

wilayah. 

ii. Membeli produk-produk K-LINK dengan 

harga distributor. 
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iii. Mendapatkan keuntungan langsung dari 

penjualan. 

iv. Memperoleh peringkat tertentu setelah 

memenuhi persyaratan yang ditentukan. 

v. Mendapatkan bonus sesuai dengan ketentuan 

yang tercantum dalam rencana pemasaran. 

vi. Mengikuti pelatihan yang diselenggarakan. 

vii. Menghadiri acara yang diselenggarakan oleh 

K-LINK. 

viii. Mewariskan keanggotaannya kepada ahli 

waris yang sah yang ditunjuk atau 

ditetapkan. 

 

b) Kewajiban distributor 

Selama menjadi distributor seorang wajib untuk : 

i. Mematuhi ketentuan kode etik distributor dan 

per undang-undangan yang berlaku. 

ii. Bersikap santun, jujur, profesional dan 

bersungguh-sungguh dalam usaha membangun 

bisnis. 

iii. Menjaga dan meningkatkan reputasi dan nama 

baik perusahaan di mata masyarakat dan 

menghindari tindakan atau sikap yang merusak 

nama baik K-LINK. 
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iv. Memberikan informasi yang benar dan akurat 

tentang produk, hak dan kewajiban serta rencana 

pemasaran sesuai dengan yang telah ditetapkan 

oleh perusahaan serta tidak berlebih-lebihan. 

v. Menjaga hubungan yang baik dengan sesama 

distributor dan seluruh karyawan K-LINK.  

 

4) Hal-hal yang Dilarang 

a) Menyatakan diri sebagai karyawan atau bagian dari 

organisasi perusahaan. 

b) Bertindak mewakili perusahaan dalam suatu 

kegiatan, pembuatan perjanjian, wawancara, dan 

atau promosi dalam bentuk apapun kecuali 

mendapat izin tertulis dari perusahaan. 

c) Menjual produk-produk K-LINK tidak sesuai 

dengan harga yang telah ditetapkan. 

d) Menjual atau memasarkan produk-produk K-LINK 

Indonesia yang belum resmi beredar. 

e) Menjual produk-produk yang kadarluarsa. 

f) Memprospek, mempengaruhi, membujuk, 

menawarkan bantuan keuangan atau bantuan 

lainnya kepada orang yang telah menjadi distributor 

dengan maksud orang tersebut pindah kepada 

jaringannya. 
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g) Menjadi anggota dan aktif dalam kegiatan bisnis 

MLM lain. 

h) Menyampaikan informasi mengenai produk K-

LINK kepada konsumen secara berlebihan dan tidak 

sesuai ketentuan yang ada. 

i) Mengubah, mengurangi, menambah sesuatu, 

memodifikasi, mengganti label, atau kemasan, baik 

secara sebagian maupun keseluruhan. 

j) Mengadakan kegiatan tanpa izin dan pengetahuan 

dari perusahaan. 

k) Melakukan pembatasan wilayah kepada distributor 

dan mengklaim bahwa ia berhak atas suatu 

kawasan. 

l) Memberikan informasi yang meremehkan, 

menghina, menyesatkan atau membuat 

perbandingan yang buruk tentang produk, sistem 

dan layanan perusahaan lain (kompetitor). 

 

 

4. Penerapan Akad MLM Syariah 

Meskipun dalam observasi yang peneliti lakukan di lapangan tidak 

mendapati adanya istilah-istilah akad Syariah yang dipakai, namun 
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secara operasional dan prakteknya sudah dapat dikatakan sesuai 

dengan akad di bawah ini sebagai berikut :
18

 

a. Akad Murabahah 

Murabahah pengertian dalam fatwa DSN-MUI,
19

 Adalah 

jual beli dengan menyebutkan harga pokok dan harga jual yang 

disertai keuntungan. 

  Dalam prakteknya PT. K-LINK Indonesia cabang Cirebon 

telah menetapkan dan membuat kode etik bahwa setiap distributor 

harus menjual dengan harga yang telah ditentukan dalam katalog 

produk dan juga dalam transaksi jual beli melibatkan penjual, 

pembeli dan objek transaksinya. Yang melakukan transaksi jual 

beli ini adalah para distributor member atau konsumen non 

member yang membeli produk dari perusahaan PT. K-LINK, yaitu 

upline, downline, non member, dan produk. Dalam penerapannya 

ketika produk di jual kepada konsumen sesama member atau non 

member, penjual memberi tahukan harga awal yakni harga 

distributor. Dan untuk konsumen non member bahwa harga produk 

tersebut lebih tinggi, jika dibandingkan dengan menjadi member. 

Dan ini merupakan keuntungan langsung yang didapat dari 

penjualan tersebut.
20

 

 

 

                                                           
18

Wawancara dengan Ade Rahman, Distributor K-LINK Generasi 1, 13 Februari  2013 
19

 Dewan Syariah Nasional (DSN), Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000, hlm. 2 
20

Wawancara dengan Ani Adiwijaya, Distributor K-LINK peringkat Crown Ambassador, 6 

Februari  2013 
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b. Akad Ju‟alah 

Ju‟alah pengertian dalam fatwa DSN-MUI,
21

 adalah janji 

atau komitmen (iltizam) untuk memberikan imbalan 

(reward/‟iwadh/ju‟l) tertentu atas pencapaian hasil yang ditentukan 

dari suatu pekerjaan. 

Dalam hal ini, perusahaan MLM PT. K-LINK Indonesia 

cabang Cirebon memberikan bonus dan insentif kepada para 

member yang telah melakukan penjualan produk dan perekrutan 

anggota maka secara langsung (penjualan non member) atau tidak 

langsung berhak mendapatkan bonus dari perusahaan. Bonus ini 

diberikan kepada setiap member dengan jumlah yang berbeda-beda 

tergantung hasil kerjanya. Bonus tidak boleh diberikan sebelum 

kewajiban telah selesai.
22

 

 

 

c. Akad Ijarah  

Ijarah pengertian dalam fatwa DSN-MUI,
23

 Adalah adanya 

manfaat dari bentuk jasa yang dilakukan, Dalam hal ini member 

sebagai tenaga pendistribusian barang sekaligus sebagai tenaga 

pemasar yang memasarkan produk-produk K-LINK kepada para 

konsumen. Artinya seorang distributor yang mempunyai peran 

ganda di samping penjual juga sebagai salesman. Dan yang 

                                                           
21

 Op. Cit., No.64 /DSN-MUI/IV/2007, hlm. 30 
22

Ibid., Wawancara dengan Ani Adiwijaya. 
23

 Ibid.,No. 04/DSN-MUI/IV/2000, hlm. 55 
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menjadi obyek adalah para member sebagai pemasar produk 

perusahaan ke konsumen.
24

 

 

d. Akad Wakalah bil Ujrah 

Akad wakalah bil ujrah dalam pengertian fatwa DSN-

MUI,
25

 Adalah adanya asuransi baik asuransi jiwa, kerugian, dan 

asuransi Syariah diberikan kepada setiap member dalam bentuk 

asuransi. Asuransi yang diberikan adalah asuransi jiwa dan 

asuransi kesehatan. Asuransi jiwa yang diberikan kepada 

distributor, diberikan untuk membantu keluarga yang di 

tinggalkan, sedangkan dalam asuransi kesehatan ini diberikan 

kepada distributor yang telah memenuhi  syarat dan ketentuan yang 

berlaku.
26

 

 

C. Analisis Pelaksanaan Fatwa  

1. Analisis Pemenuhan Syarat dan Rukun Jual Beli pada Sistem 

Penjualan Berjenjang Syariah di PT. K-LINK Indonesia Cabang 

Cirebon 

Hukum segala bentuk  muamalah dalam kajian Islam hukumnya 

mubah (boleh) hal ini didasarkan atas kaidah fiqh Dan yang berkaitan 

tentang kebolehan melakukan bentuk muamalah :
27

 

                                                           
24

Ibid., Wawancara dengan Ani Adiwijaya 
25

 Ibid.,No. 04/DSN-MUI/IV/2000, hlm. 62 
26

Op. Cit., Wawancara dengan Maman Adiwijaya 
27

A. Djazuli. Kaidah-Kaidah Fiqh dan Hukum Islam, (Jakarta : Kencana, 2007), hlm. 10 
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“hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan 

kecuali ada dalil yang mengharamkannya”. 

 Segala bentuk muamalah boleh dilakukan dengan ketentuan tidak 

melanggar beberapa prinsip-prinsip hukum Islam. Beberapa hal yang 

tergolong dalam pelanggaran tersebut antara lain : 

a. Melakukan dan dilaksanakan dengan cara yang bathil 

(dilarang) bukan dengan cara yang sesuai Syariat. 

b. Terdapat di dalamnya unsur Maghrib(Maysir, Ghoror dan 

Riba) atau perjudian dan spekulasi. 

c. Merugikan salah satu pihak yang melakukan akad muamalah. 

d. Tidak adil dalam hal timbangan dan ukuran dalam jual beli. 

e. Menggunakan cara-cara ribawi yang biasa dengan jalan bunga. 

Islam memberikan hukum kebolehan atas semua bentuk transaksi 

yang berbau muamalah, dengan tujuan dan maksud untuk 

kemaslahatan umat. Namun kebolehan tersebut dapat berubah menjadi 

sesuatu yang dilarang apabila kemudian terdapat unsur-unsur yang 

menyebabkan rusaknya suatu muamalah. 

Demikian juga dalam jual beli yang merupakan salah satu bentuk 

dari akad atau transaksi muamalah. Sebagai suatu akad jual beli 

mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli 

ini dapat dikatakan sah oleh Syara yang mana apabila salah satu 
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rukunnya tidak terpenuhi maka jual beli tersebut tergolong kepada 

akad jual beli yang tidak sah.  

Berkaitan dengan jual beli pada sistem penjualan berjenjang 

Syariah di PT. K-LINK Indonesia Cabang Cirebon, penulis  

menganalisis pelaksanaan penjualan berdasarkan rukun dan syarat jual 

beli sebagai berikut : 

a. Adanya pihak  yang berakad (‟aqid) penjual dan pembeli 

Dalam jual beli disyaratkan bahwa orang yang 

melakukan jual beli (penjual maupun pembeli) harus 

memenuhi beberapa syarat, di antaranya ; kehendak sendiri, 

berakal sehat dan balig. Dari hasil penelitian dalam 

pelaksanaannya PT. K-LINK Indonesia Cabang Cirebon, para 

pelaku yang mengadakan akad adalah (upline, downline dan 

konsumen  non  member) melakukan akad jual beli produk atas 

kehendak sendiri tidak ada paksaan dari distributor. Begitu juga 

dengan penjual dan pembelinya telah balig dan cakap hukum. 

Dalam melakukan transaksi penjualan tidak ditemukan seorang 

penjual yang berumur di bawah 18 tahun artinya sudah masuk 

umur yang dikatakan baligh.
28

 

    Hal ini jelas menandakan bahwa praktek jual beli produk 

yang menggunakan sistem MLM di PT. K-LINK Indonesia 

Cabang Cirebon ini ditinjau dari segi syarat Adanya pihak  

                                                           
28

Observasi Lapangan Bersama Ade Rahman (Distributor Generasi 1) Dalam Melakukan 

Penjualan Produk K-LINK, 8 Mei 2013 
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yang berakad („aqid) telah sesuai dan memenuhi aturan hukum 

Islam. 

 

b. Lafal Ijab Qabul (Shigat) 

Rukun jual beli yang kedua adalah adanya bentuk kerelaan 

antara kedua belah pihak yang mengadakan akad (aqid). 

Kerelaan tersebut bisa dilihat dari adanya bentuk ijab qabul 

yang dilakukan. Pernyataan ijab qabul dapat dilakukan dengan 

lisan maupun tulisan atau surat yang memberi pengertian 

dengan jelas tentang adanya ijab qabul. Dan dapat juga berupa 

perbuatan telah menjadi kebiasaan dalam ijab qabul.
29

 

 Dari hasil pengamatan peneliti dalam praktek jual beli yang 

dilakukan PT. K-LINK Indonesia Cabang Cirebon saling 

mengadakan hubungan baik antara upline, downline, dan 

konsumen non member. Dengan melakukan bentuk  ijab qabul 

secara tertulis dengan telah sepakat baik dari kuantitas dan 

kualitas serta harga barang yang diperjualbelikan.
30

 

Hal ini jelas menandakan bahwa praktek jual beli produk 

yang menggunakan sistem MLM di PT. K-LINK Indonesia 

Cabang Cirebon ini ditinjau dari syarat dan rukun ijab qabul 

telah terpenuhi dan sesuai dengan hukum Islam. 

 

 

                                                           
29

Ibid., hlm. 78 
30

Ibid.,Observasi Lapangan, 8 Mei 2013 
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c. Objek barang (Ma‟qud „alaih) 

1) Suci 

Suci menurut hukum Syara adalah suci dzatnya 

tidak mengandung unsur yang di haramkan seperti babi, 

najis, khamar dan lain sebagainya. 

Dari hasil pengamatan peneliti dalam praktek jual 

beli yang dilakukan PT. K-LINK Indonesia Cabang 

Cirebon, produk yang dijual adalah  produk-produk yang 

halal dan suci. Hal ini diperkuat dengan bukti telah 

mendapat izin dari L-POM dan mendapatkan label halal 

dari MUI.
31

 

 

2) Bermanfaat 

Bermanfaat artinya pemanfaatan dari produk-

produk tersebut tidak melanggar norma agama tidak 

merusak dan tidak membahayakan bagi konsumen. 

Dari hasil pengamatan peneliti dalam praktek jual 

beli yang dilakukan PT. K-LINK Indonesia Cabang 

Cirebon seluruh produk K-LINK adalah produk yang 

bermanfaat untuk kesehatan dan baik untuk tubuh.
32

 

 

 

 

                                                           
31

Observasi Lapangan Pengamatan Produk K-LINK di Stockist Centre Cirebon 15 Mei 2013 
 
32

Ibid.,Observasi Lapangan, 15 Mei 2013 
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3) Dapat diserahterimakan 

Artinya dalam jual beli dalam produknya harus 

nyata artinya jelas barangnya dan memang ada, sehingga 

menghindarkan dari unsur kesamaran (ghrar). 

 Dari hasil pengamatan peneliti dalam praktek jual 

beli yang dilakukan PT. K-LINK Indonesia Cabang 

Cirebon barang atau produk yang dijual memang benar ada 

dan dijual serta dipromosikan langsung oleh distributor 

kepada konsumen. Dan telah banyak berdiri pusat 

pembelian produk yakni stockist baik di centre atau mobile 

untuk pembelian produk oleh distributor. 

 

4) Kepemilikan jelas 

Artinya barang atau produk yang dipermual belikan 

adalah milik sendiri atau telah mendapatkan izin dari 

pemiliknya. 

Dari hasil pengamatan peneliti dalam praktek jual 

beli yang dilakukan PT. K-LINK Indonesia Cabang 

Cirebon produk-produk yang dijual adalah milik sendiri 

karena sebelum memasarkan produk, distributor harus 

membeli terlebih dahulu untuk kemudian dipasarkan dan 

dijual kepada konsumen.
33

 

                                                           
33

Ibid., 15 Mei 2013 
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Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa praktek jual beli yang 

dilakukan oleh PT. K-LINK Indonesia Cabang Cirebon ditinjau dari 

segi pemenuhan syarat dan rukun jual beli yakni; Adananya ‘aqid, 

ma‟qud alaih, ijab qabul tidak bertentangan dengan hukum Islam, 

sehingga dapat dikatakan bahwa jual beli pada sistem penjualan 

berjenjang Syariah di PT. K-LINK Indonesia Cabang Cirebon telah 

memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam hukum Islam. 

 

2.  Analisis Penerapan Kriteria Fatwa DSN-MUI pada Sistem 

Penjualan Berjenjang Syariah di PT. K-LINK Indonesia Cabang 

Cirebon 

Pada tahun 2009 DSN-MUI mengeluarkan fatwa yang berkaitan 

dengan Penjualan Langsung Berjenjang Syariah yang termuat dalam 

fatwa DSN-MUI No. 75/DSN-MUI/VII/2009. Dalam fatwa tersebut 

disebutkan beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh lembaga 

bisnis MLM yang masuk dalam kategori MLM Syariah. 

Pada tahun 2010 PT. K-LINK Indonesia mendapatkan atau telah 

resmi mendapatkan status sebagai MLM Syariah. Namun pada 

prakteknya perlu adanya telaah lebih lanjut dan mendalam terkait 

penerapan kriteria-kriteria fatwa tersebut di lapangan, apakah telah 

benar-benar menerapkan sesuai dengan tujuan dan fungsinya. Untuk 

itu  penulis melakukan analisa mengenai hal-hal yang berkaitan 

dengan sistem MLM yang ada pada PT. K-LINK Indonesia cabang 

Cirebon, dan hasil yang didapat di antaranya sebagai berikut : 
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a. Obyek Transaksi Rill Berupa Barang dan Jasa 

Dalam ketentuan fatwa disebutkan bahwa harus adanya 

transaksi yang jelas baik berupa barang ataupun  jas, bertujuan 

agar supaya dalam melakukan bisnis ini terhindar dari jual beli 

gharar dan Money game. Dari hasil pengamatan observasi dan 

wawancara peneliti dengan para distributor dalam praktek jual 

beli yang dilakukan PT. K-LINK Indonesia Cabang Cirebon 

pada PT. K-LINK Indonesia cabang Cirebon jelas bergerak 

pada bisnis penjualan dengan objek berupa barang atau produk 

yang dipermual belikan. Di mana telah banyak produk 

kesehatan yang telah dipasarkan dan dipermual belikan oleh 

distributor, lebih lengkap lihat gambar 4.1. Di mana 

keseluruhan produk telah mendapatkan izin dari L-POM dan di 

akui kehalalannya oleh MUI.
34

 

Selain itu, dalam hal jasa, seorang mitra usaha atau 

distributor adalah bertugas sebagai pemasar produk perusahaan 

kepada pada konsumen yang mana para distributor tersebut 

berhak mendapatkan balas jas berupa bonus sesuai dengan 

prestasi penjualan yang dilakukan.
35

 

 

b. Sistem Marketing dan Pembagian Bonus 

 Dari hasil pengamatan observasi dan wawancara peneliti 

dengan para distributor dalam praktek jual beli yang dilakukan 
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PT. K-LINK Indonesia Cabang Cirebon, memberikan 

gambaran bahwa setiap member yang berhasil menjual produk 

perusahaan sesuai ketentuan dan juga yang telah 

mengembangkan jaringan bisnisnya dengan cara merekrut 

mitra usaha lain adalah layak mendapatkan bonus yang sesuai 

dengan peringkat dan prestasi kerja yang telah di lakukan. 

Adapun lebih jelasnya mengenai sistem marketing dan 

pembagian bonus bisa dilihat pada pembahasan pembagian 

bonus di pembahasan sebelumnya. 

 Namun dapat peneliti simpulkan bahwa pemberian bonus 

pada setiap distributor dinilai dan dipandang adil karena dalam 

prakteknya tidak didapati distributor upline (tingkat atas) yang 

tidak bekerja keras namun mendapat keuntungan yang besar, 

karena bukan peringkat yang dinilai sebagai penentu tingkat 

bonus melainkan usaha dalam menjual produk ataupun 

membina mitra usaha lainnya. 

 

c. Perekrutan Anggota  

Setiap distributor yang memperluas jaringannya harus 

melakukan perekrutan anggota baru. Perekrutan anggota baru 

di PT. K-LINK Indonesia cabang Cirebon, dilakukan dengan 

cara mengadakan home meeting dan presentasi konsep dan 

promosi secara pribadi dengan menentukan prospek dan jadwal 

pertemuan. Prospek calon distributor bisa dari keluarga, 
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saudara, tetangga, teman dan masyarakat secara umum tanpa 

adanya persyaratan harus memiliki kemampuan khusus dan 

keahlian serta pendidikan tinggi, namun yang dibutuhkan 

hanyalah semangat dan kiat untuk sukses dalam bisnis tersebut. 

Persyaratan lainnya bagi calon mitra usaha baru dalam fase 

registrasi keanggotaan membayar sebesar Rp. 200.000,- yang 

kemudian digantikan dengan stater kit, buku panduan bisnis, 

katalog, media testimoni CD, kaset dan juga sebuah produk 

Chlorofyll yang secara keseluruhan bernilai lebih dari biaya 

pendaftaran, dengan kata lain uang pendaftaran tidak 

diperuntukkan untuk anggota dan bukan merupakan 

keuntungan pribadi dari perekrutan.  

 

d. Pembinaan dan Pelatihan (Training) 

Dalam rangka untuk mengembangkan bisnis maka tentu 

yang harus dikembangkan adalah pelaku bisnisnya, bisnis yang 

besar adalah dibangun oleh orang-orang yang besar pula. 

Dalam pelaksanaan mekanisme sistem MLM dikenal adanya 

step atau langkah seorang distributor upline membina 

distributor di bawahnya downlime hal  ini dimaksudkan agar 

supaya seluruh anggota distributor memahami dan mengerti 

bagaimana konsep bisnis bagaimana melakukan dan bagaimana 

mengembangkan.  



111 
 

Pembinaan dan pelatihan merupakan kegiatan yang wajib 

dilakukan oleh MLM guna menjalankan salah satu peran bisnis 

berjenjang tersebut. Dalam hal ini menurut pengamatan dan 

penelitian yang dilakukan peneliti di lapangan PT. K-LINK 

Indonesia rutin mengadakan kegiatan-kegiatan yang bersifat 

pembinaan bagi para distributornya rutin diselenggarakan 2x 

dalam satu bulan, seperti halnya Grand BOP yang 

diselenggarakan di Hotel Trisula Indramayu, yang berisikan 

bagaimana pembicaraan mengenai konsep bisnis, marketing 

plan, sistem kerja dan lain-lain mencakup segala hal yang 

berkaitan dengan bisnis K-LINK, bagaimana K-LINK dalam 

rangka guna  meningkatkan pemahaman dan keterampilan para 

distributornya dalam menjalankan usaha bisnis MLM.
36

 

Menurut hemat penulis, bahwa pelaksanaan sistem Penjualan 

Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) oleh PT. K-LINK Indonesia 

cabang Cirebon ini tidak bertentangan dengan ketentuan yang 

tercantum dan tertera dalam fatwa DSN-MUI No. 75/DSN-

MUI/VII/2009 tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah 

(PLBS). Hal ini terlihat dari terpenuhinya kriteria dan ketentuan yang 

ada dalam fatwa telah di laksanakan dan diterapkan sebagaimana 

mestinya oleh perusahaan. Seperti halnya dalam penjualan produk 

(barang atau jasa), sistem marketing dan pembagian bonus, produk 

yang di jual belikan halal dan sistem perkerutan anggota baru yang 
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disertai dengan adanya pembinaan dan training terhadap setiap anggota 

yang direkrut.  

Hanya saja ada beberapa hal yang peneliti temui agaknya perlu 

menjadi bahan pertimbangan kembali dan koreksi bagi perusahaan, di 

mana dalam beberapa hal perusahaan belum sepenuhnya 

mencerminkan watak profil visi dan misi sebagai salah satu lembaga 

bisnis Syariah yakni MLM Syariah.  

Beberapa hal yang menjadi catatan peneliti yang ditemui dalam 

penelitian di lapangan adalah sebagai berikut :
37

 

a. Sebagai salah satu lembaga bisnis Syariah idealnya seluruh 

aspek yang ,meliputi kegiatan operasional juga harus sesuai 

dengan Syariah, seperti halnya istilah-istilah akad-akad dalam 

konsep Syariah seperti : murabahah, ju‟alah, wakalah bil 

ujrah, dan ijarah  yang belum diterapkan oleh perusahaan. 

b. Dari sekian banyak distributor baik upline, downline, karyawan 

dan bahkan pengelola stockist belum memahami betul 

bagaimana konsep bisnis MLM Syariah, mereka hanya 

mengetahui bahwa produk K-LINK sudah halal. Kebanyakan 

tidak mengetahui apa itu akad, bagaimana transaksi yang 

dilarang, apa itu DSN, apa itu fatwa dan masih banyak lagi. 

c. Dalam buku pedoman dan panduan pokok bagi setiap 

distributor tidak ada sama sekali muatan atau ringkasan 
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penjelasan yang berisikan dan memuat rubrik MLM berbasis 

Syariah. 

d. Dalam acara seminar dan pelatihan bisnis hanya sedikit saja 

disinggung mengani dan tentang MLM berbasis Syariah, itu 

pun hanya membicarakan produk dan mekanisme kerja, namun 

belum sampai kepada penerapan akad dan tujuan serta maksud 

dari Syariah itu sendiri apa, bukan hanya untuk mendapatkan 

keuntungan dan kekayaan semata, jauh dari itu terdapat nilai-

nilai Syariah yang belum tersentuh. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari pembahasan terkait penelitian penulis mengenai Analisis 

Pelaksanaan Fatwa DSN-MUI mengenai Penjualan Langsung Berjenjang 

Syariah pada PT. K-LINK Indonesia penulis menyimpulkan : 

1. Jual beli yang dilakukan oleh PT. K-LINK  Indonesia cabang 

Cirebon secara hukum syara telah menerapkan dan memenuhi 

syarat dan rukun yang terdapat dalam akad jual beli yakni adanya 

�µ�D�T�L�G (pihak yang berakad), �P�D�¶�T�X�G���µ�D�O�D�L�K (objek akad), ijab qabul 

(pernyataan saling merelakan) dan juga dari segi prakteknya PT. 

K-LINK Indonesia cabang Cirebon tidak melakukan kegiatan-

kegiatan yang bertentangan dan menyalahi syariat seperti adanya 

unsur magrib (masysir, gharar dan riba) yakni tidak adanya 

praktek penipuan, ketidakjelasan dan perjudian serta riba atau 

spekulatif. 

2. Dalam hal pelaksanaan dan praktek penerapan kriteria serta 

ketentuan dalam fatwa DSN-MUI No. 75/DSN-MUI/VII/2009, 

bahwasanya PT. K-LINK Indonesia cabang Cirebon telah benar-

benar menerapkan dan melaksanakan kriteria dan ketentuan yang 

tercantum dalam fatwa tersebut, terlihat dari adanya transaksi riil, 

pembagian bonus yang adil, tidak berlakunya passive income,tidak 

adanya unsur Money game, tidak bersifat memaksa, harga produk 

tidak melebihi ketentuan, barang atau produk yang diperjual 
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